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PRAKATA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
Sumatera Barat, baru dimulai tahun 1979/1980 yang lalu. Tujuan
Pembangunan dari Proyek ini adalah melaksanakan Inventarisasi dan
Dokumentasi aspek-aspek Kebudayaan Daerah yang mengandung nilai-
nilai luhur bangsa dalam rangka. memperkuat penghayatan dan
pengamalan Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional dibidang
Sosial Budaya.

Sasaran dari Proyek ini untuk Tahun Anggaran 1984/1985 antara
lain adalah untuk menghasilkan S (lima) judul Naskah Kebudayaan
Daerah dan menerbitkan | (satu) judul Naskah Kebudayaan Daerah
sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek
(DIP) Tahun Anggaran 1984/1985 Nomor : 414/ XXI11/3/1984 tanggal
15 Maret 1984 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode
Program : 09.3.04 dan Kode Proyek : 09.3.04.584283.23.06.08.

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Doku-
mentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Naskah yang akan
dicetak untuk tahun ini adalah Sistem Kepemimpinan di Dalam
Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat’’ yang merupakan hasil Proyek
IDKD Sumatera Barat tahun 1983/1984.

Berhasilnya Proyek ini’dalam mencapai sasarannya adalah berkat
bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventa-
risasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Direktorat
Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Dikbud
Republik Indonesia, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Dikbud
Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan II di
Propinsi Sumatera Barat, Bappeda Tk. | Sumatera Barat, Pimpinan
Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini dan pihak-pihak lainnya baik
dari Instansi Pemerintah maupun badan-badan Swasta. Atas bimbingan
dan bantuan tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima
kasih yang sedalam-dalamnya.

Mudah-mudahan - buku- ini dapat memberikan sumbangan bagi
memperkaya Kebudayaan Nasional dan ada manfaatnya terhadap
bangsa dan negara. :

Padang, Oktober 1984
Pimpinar Proyek Inventarisasi dan

Y I NIP. 130159035.- !



PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Di-
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa
‘macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sistem
Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Surmnatera Barat Tahun
1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan s\;atu hasil
penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang
diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat
Sejarah. dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah,; Pemerintah
Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga akhli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua
pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima
kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri
dari Drs. Nur Anas Zaidan; Drs. Yusrizal Saaduddin; Drs. Marnis Nawi;

Drs. Anwar Ibrahim; dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang
terdiri dari Drs. Sugiarto Dakung; Wahyuningsih B.A.

Harapan kami térbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, | September 1984
Pemimpin Proyek,

Abmad Y
Nip. 130146112
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KATA SAMBUTAN

Sejak Tahun Anggaran 1981/1982 yang lalu Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat telah mendapat
kepercayaan dari Proyek IDKD Pusat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tra-
disional, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudavaan
Republik Indonesia untuk mencetak di daerah naskah hasil penelitian
yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya:

Naskah yang telah diterbitkan tersebut adalah :

1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat

2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Barat

3. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat

4. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat

Untuk tahun anggaran 1984/1985 judulnya adalah ; *’Sistem Ke-
pemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat’’ ini yang
merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi tahun anggaran
1983/1984 yang telah disempurnakan oleh tim penyempurnaan naskah
di pusat sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk yang sekarang ini.

Atas kepercayaan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh
Proyek IDKD Pusat dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direk-
torat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia naskah ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana
yang telah digariskan. Di samping itu berkat adanya kerja sama yang
baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama Bap-
peda Tingkat I Sumatera Barat, Perguruan Tinggi (UNIVERSITAS
ANDALAS dan IKIP Padang), Pemerintah Daerah, dan Lembaga-
lembaga pemerintah lainnya serta badan-badan swasta yang ada
hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.

Kiranya naskah ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam
rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional
baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Selain dari pada itu
penerbitan ini semoga merupakan sumbangan dalam peningkatan usaha-
usaha di bidang perbukuan dan perpustakaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sumatera Barat

—

Drs. Lukman Ali
IX NIP. 130054915 -
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pada hakekatnya seluruh wilayah pedesaan di Indonesia pada
dewasa ini, baik secara ketat maupun secara longgar, telah berada di
bawah kontrol kekuasaan administrasi pemerintah Indonesia. Bahkan
kelompok-kelompok komuniti kecil yang setengah mengembara, yang
biasanya digolongkan sebagai kelompok-kelompok suku-suku bangsa
terasing, dengan satu dan lain cara telah berada dalam kontrol adminis-
trasi pemerintah (antara lain, melalui pengaturan administrasi oleh
Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri,
dan Lembaga-lembaga Pendidikan/ Agama).

Keaneka ragaman corak pedesaan di Indonesia (Geertz, 1967; Koen-
tjaraningrat, 1967, Suparlan, 1978) terwujud dalam bentuk :

1. Tingkat kebudayaannya, yaitu dari *’primitif"’ sampai dengan yang
sudah mengenal peradaban '’modern’’.

2. Sistem ekonominya, yaitu dari yang masih hidup berdasarkan sistem

perladangan (membakar hutan/belukar dan menyebar bibit

- tanaman dengan tugal) yang berpindah-pindah dan meramu sampai

dengan yang bersawah dengan sistem irigasi rumit dan yang
sebagian telah tercakup dalam sistem agri-bisnis yang modern.

3. Corak masyarakatnya, yaitu dari yang terwujud dalam bentuk ko-
muniti-komuniti kecil, setengah mengembara dan terisolasi, sampai
dengan yang terwujud sebagai masyarakat-masyarakat pedesaan
yang besar dan padat penduduknya dengan corak struktur-struktur
sosialnya yang kompleks yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan
perkotaan atau urbanisasi.

4. Kesukubangsaannya, yaitu dari yang bercorak tunggal, bersifat
korporasi (klen, lineage) dan tertutup sampai dengan yang bercorak
majemuk kesukubangsaan warga masyarakatnya dan bersifat
terbuka.

S. Prinsip-prinsip yang melandasi sistem-sistem sosial sebagaimana
yang terwujud dalam hukum adat dan adat istiadat yang berlaku,
yaitu yang berdasarkan pada ikatan kekerabatan, teritorial, atau
kombinasi dari keduanya.

Dalam hubungan ini dapat pula dikemukakan bahwa istilah *’desa’’
yang diambil dari Jawa, sering menyebabkan bahwa kita terlampau
cepat terpengaruh oleh gambaran tentang suatu ‘thacam desa yang



‘tertentu, ialah desa seperti apa yang ada di pulau Jawa yang berdasarkan
sistem bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang intensif,
padahal ada banyak macam desa yang lain di Indonesia. Walaupun
demikian, sulit untuk mengganti istilah itu dengan istilah lain yang lebih
luas arti dasarnya, dan yang lebih luwes sifatnya, karena dalam bahasa
sehari-hari, dalam tulisan-tulisan ilmiah, dalam tulisan-tulisan resmi,

dan oleh karena *’Undang-undang tentang Desapraja..... , istilah desa
itu telah menjadi terlampau lazim dan resmi (Koentjaraningrat, 1964).

Adanya keaneka ragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi, dan
sistem sosial_di pedesaan Indonesia mengacu kepada dan menjadi
landasan dari adanya keanekaragaman sistem politik yang berlaku di
masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara fipologi keanekara-
gaman sistem-sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat
desa tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh
kekuatan politik dari sistem administrasi nasional, tetapi keanekara-
gaman tersebut tetap ada karena adanya :

1. Pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang. tidak seragam
waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia.

2. Orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepe-
mimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan.

3. Besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang
berlaku setempat dan atas sistem kepemimpinan, yang secara ke-
seluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam me-
nanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Pengaruh dari kebudayaan atas corak sistem politik dan kepemim-

pinan amat besar, yang kaitannya antara satu dengan lainnya dapat
diumpamakan seperti kaitan hubungan antara air dengan ikan.
Fried (1967) memperlihatkan bawha masyarakat dengan kebudayaan
yang sederhana mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang juga
sederhana, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang
kompleks juga mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang
kompleks.

Sedangkan Swarta (1968) memperlihatkan bahwa pada tingkat
masyarakat setempat, yang dinamakannya dengan tingkat lokal dalam
perbandingannya dengan tingkat nasional, proses-proses politik yang
terwujud merupakan suatu hasil perpaduan antara hasil-hasil permainan
sistem-sistem. politik nasional, masyarakat setempat (atau lokal), dan



kebudayaan yang berlaku setempat, sehingga secara aktual memberikan
suatu corak yang tersendiri pada sistem politik dan kepemimpinan yang
berlaku pada tingkat lokal tersebut. Thamrin Hamdan (1980) yang
dengan menggunakan modal Swarta tersebut telah memperlihatkan
bahwa corak sistem politik dan- kepemimpinan yang secara aktual
berlaku di Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan, ditandai oleh
adanya perpaduan antara peranan-peranan yang dijalankan oleh orang-
orang yang menggunakan sistem nasional, sistem politik tradisional,
sistem-sistem kekerabatan, dan berbagai sistem penguasaan sumber daya
ekonomi. Dengan menggunakan konsep jaringan sosial (Suparlan 1978)
dan model kompetisi untuk sumber daya (Suparlan, 1977), Thamrin
Hamdan memperlihatkan pula bahwa corak sistem politik dan kepe-
mimpinan yang berlaku pada tingkat masyarakat setempat muncul
sebagai hasil interaksi dan permainan antara unsur-unsur yang datang
dari kota.

A. MASALAH

Yang menjadi masalah penelitian adalah sistem kepemimpinan di
pedesaan Indonesia. Dalam pendekatannya, desa dilihat sebagai suatu
satuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan coraknya yang
tersendiri dan merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan admi-
nistrasi, ‘ekonomi, politik, dan sosial, yang pusatnya terdekat adalah
kota kecamatan. Melalui sistem-sistem jaringan tersebut, pengaruh
sistem nasional (kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial) memasuki
dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat
desa setempat.

Sistem kepemimpinan akan dilihat sebagai suatu perwujudan dari
pelaksanaan sistem politik yang berlaku dalam masyarakat setempat,
dan sistem politik akan dilihat sebagai hasil perwujudan, atau perangkat-
perangkat model-model pengetahuan yang digunakan untuk menang-
gapi berbagai masalah dan gejala yang berkaitan dengan pengaturan tata
kehidupan manusia, dari kebudayaan masyarakat setempat. Sistem ke-
pemimpinan yang operasionalisasi kegiatan-kegiatannya dilakukan
melalui struktur kepemimpinan, yang merupakan sebagian dari struktur-
struktur dalam sistem politik yang berlaku setempat, menciptakan
adanya kedudukan-kedudukan atau jabatan-jabatan yang masing-
masing menjalankan peranan untuk inencapai tujuan penataan atau
pengaturan tata kehidupan masyarakat vang bersangkutan.

Secara ideal struktur kepemimpinan ini akan dapat berjalan secara
efektif tanpa harus mendapat dukungan dari struktur-struktur sosial dan



kekuatan lainnya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
Tetapi secara aktual struktur kepemimpinan hanya mungkin dapat ber-
jalan secara efektif kalau mendapat dukungan dari berbagai sarana dan
struktur yang ada dalam masyarakat setempat. Hal ini disebabkan
karena, kepemimpinan menuntut akumulasi kekuatan-kekuatan sosial,
ekonomi, politik, dan fisik yang secara bersama-sama mewujudkan .
adanya kekuasaan atau kesanggupan untuk menyuruh orang atau
sejumlah orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki-
nya. Seringkali struktur kepemimpinan yang ada, yang terwujud dari
sistem politik setempat, tidak menyajikan atau tidak dilengkapi secara
baik dengan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga dalam kegiatan-
kegiatannya harus meminjam dan menggunakan kekuatan-kekuatan
yang terdapat dalam struktur-struktur lainnya yang ada dalam
masyarakat setempat maupun yang berasal dari luar masyarakat
tersebut. Struktur-struktur kekuatan yang berasal dari luar masyarakat
tersebut biasanya terdapat di pusat jaringan sosial, administrasi,
ekonomi, dan politik yaitu di kota kecamatan-atau di kota kabupaten.
Ada beberapa kasus, seperti yang dikemukakan oleh Thamrin Hamdan
(1980), sumber-sumber kekuatan tersebut bukan hanya yang berasal dari
kota kecamatan dan kota kabupaten, tetapi juga dari ibukota propinsi
dan dari Jakarta (ibukota negara).

Dengan demikian, corak sistem kepemimpinan di pedesaan di
Indonesia terlihat sebagai hasil perwujudan dari interaksi unsur-unsur
yang menjadi landasan kekuatan sosial, politik, dan fisik dari kepemim-
pinan itu dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang sum-
bernya berasal dari masyarakat desa yang bersangkutan dan dari kota.
Ruang lingkup sasaran masalah penelitian tersebut dapat dilihat sebagai
sama dengan model yang dikembangkan .oleh Redfield (1941, 1953,
1955) yang melihat hubungan antara kota dengan desa sebagai hubungan
antara dua macam struktur sosial yang prosesnya berjalan terus
menerus.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tentang sistem ke-
pemimpinan seperti yang dikemukakan di atas, maka permasalahan
sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan dapat dirumuskan
sebagai berikut :

"’Sejauh mana jaringan kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial
berpengaruh terhadap sistem kepemimpinan di dalam masyarakat di
pedesaan Indonesia pada umumnya atau di pedesaan daerah Sumatera



Barat pada khususnya dalam kaitannya dengan struktur sosial kota
dan desa’’.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini adalah agar
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Dikbud Republik
Indonesia mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk
keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan
masyarakat.

Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat umum dan
bersifat khusus yang sekaligus dapat menjadi tujuan umum dan tujuan
khusus atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari inventarisasi
dan dokumentasi kebudayaan ini.

1. Tujuan Jangka Pendek atau Tujuan Khusus

Mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah '’ Sistem Kepemim-
pinan di dalam Masyarakat Pedesaan”. Naskah atau laporan tersebut
mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

2. Tujuan Jangka Panjang atau Tujuan Umum

Tujuan jangka panjang ini bermaksud agar tersusunnya kebijak-
sanaan nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebu-
dayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan keta-
hanan nasional.

C. RUANG LINGKUP
1. Materi

Bertitik tolak atas corak sistem kepemimpinan di pedesaan di
Indonesia adalah sebagai hasil perwujudan interaksi aspek-aspek sosial,
ekonomi, politik dan fisik dari kepemimpinan yang berasal dari
masyarakat desa setempat dan dari kota, maka secara hipotesis ditemui
tiga corak atau tipe kepemimpinan di pedesaan Indonesia yaitu :

a. Sistem kepemimpinan tradisionalnya kuat dan mendominasi
berbagai . struktur dan kegiatan politik yang berlaku dalam
masyarakat desa.

b. Sistem kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang
berasal dari sistem administrasi politik nasional sama-sama



kuatnya dan secara bersama-sama merupakan suatu satuan
yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa.

c. Sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi

politik nasional kuat dan mendominasi bidang-bidang dan

_ kegiatan-kegiatan politik dalam kehidupan masyarakat di desa,
sehingga sistem kepemimpinan tradisional terkesampingkan dan
tidak berfungsi lagi.

Berkenaan dengan tiga sistem kepemimpinan pedesaan yang
menjadi obyek penelitian ini mencakup banyak dimensi atau variabel
yang berhubungan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan
pendidikan seperti, sistem administrasi politik, tingkat pemahaman
masyarakat tentang asas dan program organisasi -politik, sistem dan
hubungan kekerabatan, sistem nilai dan harga, pengorganisasian ke-
giatan ekonomi, peredaran uang dan barang, sistem pengorganisasian
kegiatan-kegiatan keagamaan, tingkat pengamalan dan penghayatan
keagamaan masyarakat, sistem kepemimpinan pendidikan, kurikulum
dan penyelenggaraan sekolah dan variabel-variabel lainnya yang
menyangkut kelima bidang tersebut di atas.

Karena terbatasnya tenaga, dana dan fasilitas yang dimiliki, maka
dalam penelitian atau inventarisasi dan dokumentasi sistem kepemim-
pinan ini ruang lingkup penelitian hanya mencakup keterangan-
keterangan yang berkaitan dengan:

a. Corak kebudayaan dan masyarakat desa yang diteliti.

b. Sistem kekerabatan dan kelompok-kelompok kekerabatan.

c. Sistem administrasi politik di desa dan struktur kepemimpinan-
nya.

d. Agama, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan,
dan struktur kepemimpinan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
keagamaan.

e. Sistem ekonomi, pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi,
dan struktur kepemimpinan kegiatan-kegiatan ekonomi
tersebut.

f. Tokoh-tokoh dalam masyarakat yang mempunyai kesanggupan
untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau yang
mempunyai pengikut-pengikut.

g. Hubungan-hubungan kekerabatan, sosial, ekonoml. dan polmk
diantara tokoh-tokoh masyarakat.

h. Hubungan tokoh-tokoh tersebut dengan pejabat/pejabat-pe-
jabat di kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan kantor



gubernuran, atau dari kantor-kantor lainnya; melalui jalur-jalur
hubungan kekerabatan, sosial, ekonomi, dan kepartaian/ Gol-
kar.

i. Cara-cara pengangkatan/ penunjukan lurah; dan dalam kebijak-
sanaan yang berhasil dan yang tidak berhasil dilaksanakan lurah
atay kepala desa hanya berpegang pada kekuatan administrasi
politik nasional yang diembannya, hanya dengan kompromi
dengan keputusan-keputusan kebijaksanaan dari tokoh-tokoh
masyarakat/ pemimpin tradisional, atau lainnya.

2. Operasional

Ditemui kenyataan di lapangan, desa dalam pengertian Undang-
undang nomor 5 tahun 1979 belum diterapkan secara sempurna di
Propinsi Sumatera Barat disaat penelitian ini berlangsung. Dengan kata
lain dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut baru
dalam proses transisi. Artinya telah ditetapkan desa-desa - menurut
undang-undang dimaksud tetapi proses pemilihan Kepala Desa belum
terlaksana sesuai dengan Pasal S UU Nomor 5 tahun 1979. Di samping
itu Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa
belum seluruhnya terealisir. Dengan demikian sistem kepemimpinan
desa sukar untuk diteliti karena belum lengkap strukturnya dan aparat-
aparatnya.

Sehubungan dengan ini "’Nagari’’ yang merupakan unit pemerin-
tahan terendah di bawah kecamatan yang disebut Desa dalam Propinsi
Sumatera Barat sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1979 dijadikan
sebagai sasaran operasional dalam penelitian ini. Seiring dengan itu
dilihat dari kacamata adat Minangkabau '’Nagari’’ adalah merupakan
suatu komunitas etnis yang terkenal dengan sebutan ’adat salingkuang
nagari’’ atau adat selingkung negari yang artinya negari atau desa
dimaksud merupakan satu kesatuan hukum adat.

Dihubungkan dengan ruang lingkup materi penelitian seperti di-
ungkapkan pada bagian terdahulu maka keterangan-keterangan atau
informasi yang diperlukan atau dijaring dalam penelitian ini diharapkan
dapat diperoleh dari sebuah ’’Negari’’ (Desa) secara lengkap dan
menyeluruh.

Dengan demikian, sebuah desa akan dilihat sebagai satuan sasaran
penelitian. Untuk sebuah propinsi akan diteliti dua buah desa secara
mendalam. Dua desa itu dalam satu kecamatan tetapi bukan kecamatan
dalam wilayah kota Administratif atau kotamadya. Pilihan atas desa



yang akan diteliti yaitu desa yang terletak di kota kecamatan, di mana
jaringan komunikasi sudah terbuka. Sebuah desa lagi diambil yang
letaknya jauh dari kota kecamatan, di mana jaringan komunikasi di desa
tersebut masih tertutup.

Didasarkan atas ruang lingkup operasional ini maka '’ Negari"’ atau
desa yang terpilih sebagai obyek atau sasaran penelitian ini adalah:

a. Negari Suliki yang terletak diibu kecamatan Suliki Gunung Mas
Kabupaten 50 Kota.

b. Negari Mahat yang terletak di daerah pinggir bagian Utara
Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten 50 Kota.

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH
1. Populasi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tingkat I Sumatera Barat pada tahun 1981 di Propinsi Sumatera Barat
terdapat 14 daerah tingkat I1 yang terdiri dari 100 kecamatan dengan 562
Negari atau Desa (sebelum berlakunya Undang-undang nomor § tahun
1979).

Menurut BAPPEDA Tk. I Sumatera Barat Dalam Buku Sumatera
Barat Dalam Angka Tahun 1981, ditetapkan jumlah Desa/Kelurahan di
daerah ini 3518, terdiri dari 3112 Desa dan 406 Kelurahan sesuai dengan
maksud yang diatur dalam UU No. S tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu penerapan peme-
rintahan desa menurut undang-undang ini karena masih dalam transisi
dan berorientasi kepada kepemimpinan pedesaan dalam pengertian adat
Minangkabau yakni "’adat salingkuang nagari’’ atau >’ Negari’’ sebagai
suatu kesatuan hukum adat, maka desa sebagai obyek kepenelitian ini
adalah dalam arti negari yang jumlahnya sebanyak 562 negari.

2. Kerangka Sampel

Sepanjang informasi yang diperoleh dan berdasarkan pengamatan
tim peneliti aspek sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan
Sumatera Barat ternyata dari 77 kecamatan yang ada dalam daerah
kabupaten (8 kabupaten) di propinsi ini 29 atau 38% diantaranya
mempunyai satu atau dua ’’Negari’’ dalam masing-masing kecamatan
tersebut relatif masih tertutup jaringan transportasi atau komunikasinya
di daerah tersebut.



Jika diperhatikan secara teliti tingkat ketertutupan desa-desa dalam
29 kecamatan dimaksud tidaklah begitu berbeda secara berarti
maksudnya *’Negari-negari’’ atau Desa tersebut belum dijangkau oleh
kendaraan bermotor roda empat, kecuali beberapa nagari/desa yang
baru sejak awal tahun anggaran .1983/1984 telah mulai ditempuh
kendaraan bermotor roda empat walaupun masih berupa rintisan.

Patut pula dikemukakan bahwa desa-desa yang relatif tertutup ini
pada umumnya dapat dibagi atas tiga kelompok besar ditinjau dari segi
letaknya dari ibukota propinsi. Tiga kelompok desa tersebut adalah :

a. Letak relatif sangat jauh dari ibukota propinsi.
b. Letak atau jaraknya sedang dari ibukota propinsi.
¢. Letak dan jaraknya relatif dekat dari ibukota propinsi.

Mengingat keadaan yang demikian dan dikaitkan pula dengan
terbatasnya tenaga, fasilitas dan dana yang tersedia maka dipilih daerah
yang menjadi obyek penelitian ini secara purposive yaitu Kécamatan
Suliki Gunung Mas di Kabupaten 50 Kota yang berjarak sedang dari
ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun desa yang akan diteliti
dengan mempedomani ruang lingkup operasional yang telah digariskan
sebelumnya adalah :

a. Negari/Desa Suliki yang terletak diibukota kecamatan dengan
jaringan transportasi/komunikasi yang sudah lancar atau
terbuka.

b. Negari/Desa Mahat yang terletak + 25 km dari ibukota keca-
matan dengan jaringan transportasi/ komunikasi yang masih
kurang lancar atau tertutup.

3. Informan dan Responden

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini selain dari mem-
pelajari bahan kepustakaan yang ada juga dikumpulkan informasi/data
dari para informan kunci dan responden kepala-kepala keluarga.

a. Informan kunci

Yang dimaksud dengan informan kunci disini adalah para nara
sumber yang diduga benar-benar memahami materi atau masalah yang
tercakup dalam penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat
pedesaan ini. Nara sumber tersebut terdiri dari antara lain, pemimpin-
pemimpin pemerintahan di desa, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin



masyarakat seperti ninik, mamak, cerdik pandai dan alim ulama, baik
yang tergabung dalam suatu organisasi maupun tidak. Tokoh-tokoh
atau pemimpin masyarakat ini di Sumatera Barat dinamakan ’’tungku
tigo sajarangan’’ atau '’tali tigo sapilin’’ (tiga tungku sejarangan atau
tiga tali sepilin) artinya adalah tiga unsur pimpinan utama dalam
masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang.
Apabila ketiga pimpinan ini sudah semufakat tentang sesuatu, biasanya
semua gagasan atau rencana yang akan dijalankan akan diterima atau
dilaksanakan oleh warga negari yang dalam masyarakat Minangkabau
dinamakan anak kemenakan.

Di samping itu para informan kunci ini juga terdiri dari pemimpin-
pemimpin organisasi baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pen-
didikan. Pengambilan informan kunci ini juga mempertimbangkan ke-
lompok generasinya yaitu mewakili generasi muda dan generasi-generasi
sebelumnya: begitu juga yang mewakili kaum wanita.

Bertolak dari pengkategorian informan kunci seperti dikemukakan
di atas maka telah dipilih sebanyak 100 orang informan dengan perin-
cian sebagai berikut :

Jenis Informan Suliki  Mahat  Jumlah

1). Pemimpin pemerintahan 14 11 25
2). Pemimpin bidang organisasi sosial 8 8 16

3). Pemimpin bidang organisasi
ekonomi 8 8 16

4) 'Pemimpin bidang organisasi
agama 10 12 22

5). Pemimpin bidang organisasi
pendidikan 10 7 17

6). Pemimpin bidang organisasi
politik 2 2 4
Jumlah 52 48 100

b. Responden

Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah
kepala keluarga. Menurut catatan yang diperoleh pada Kantor Camat
Suliki Gunung Mas dan Kantor Kepala Negari/ Desa di kedua daerah ini
jumlah kepala keluarga pada masing-masing Negari/Desa adalah
sebagai berikut :
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1). Negari/Desa Suliki 555 KK

2). Negari/Desa Mahat = 1385 KK
Jumlah = 1940 KK

Karena terbatasnya tenaga, fasilitas dan waktu yang tersedia jumlah
kepala keluarga yang akan dijadikan responden tidaklah seluruh kepala
keluarga yang ada di kedua negari/desa ini. Untuk itu ditarik sampel
dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Sampel diambil 5% dari negari/desa yang jumlah kepala ke-
luarganya di atas 1000 orang.

2). Sampel diambil 10% dari negari/desa yang jumlah kepala ke-
luarganyadi bawah 1000 orang.

Karena pada kedua desa ini klasifikasi sampel meliputi kedua
kategori dimaksud, maka jumlah responden pada masing-masing desa
adalah :

1). Negari/ Desa Suliki = 55 orang
2). Negari/Desa Mahat = 70 orang
Jumlah = 125 orang

Perincian jumlak responden pada masing-masing negari atau daerah
penelitian ini seperti terlihat pada halaman 12 berikut ini.

Karena kepala keluarga dalam kedua negari/desa ini mempunyai
mata pencaharian yang saling berbeda yaitu bertani, berdagang, pegawai
negeri, bertukang dan jasa lainnya, maka pada setiap strata mata penca-
harian ini ditarik sampel sebanding sehingga responden sampel ini benar-
benar mendekati sampel yang representation. Berdasarkan hal tersebut
maka jumlah responden menurut mata pencaharian di kedua negari/
desa ini seperti berikut ini.

Mata pencaharian Suliki Mahat Jumlah
1). Tani 30 47 77
2). Dagang 5 5 10
3). Pegawai 10 5 15
4). Tukang 6 5 11
§). Jasa lainnya 4 8 12
Jumlah 55 70 125
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JUMLAH RESPONDEN, KEPALA KELUARGA DAN
PENYEBARAN PENDUDUK

—
=

N Desa/ Jorong* Jumlah Kele
0, ; Res-
Negari rangan
g Penduduk K.K. ponden
1. Suliki 1. Suliki Pasar 495 9% 10 Respon-
2. Suliki Baruh 468 94 10 den 10%
3. Atas Koto 321 64 6
4. Padang Lawas 349 70 7
5. Jariangau 308 61 6
6. Taratak 358 72 7
7. Sarik 308 61 6
8. Guguk Palano 170 34 3
2.777 555 55
2. Mahat |. Koto Gadang 915 183 9  Respon-
2. Bunga Tanjung 617 123 6 denS5%
3. Koto Tinggi 1.937 387 20
4. Ronah 968 194 10
5. Sopan tanah 571 114 6
6. Sopan gadang 337 67 3
7. Nenan 312 62 3
8. A. Gadang 1 411 82 4
9. A. Gadang Il 563 113 6
10. Aur Duri 298 60 3
6.929 1.385 70
2 18 9.706 1.940 125
Keterangan :

* Jorong berdasarkan Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 1981.

dirubah statusnya menjadi Desa dalam rangka penerapan UU No. 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

& b



4. Teknik Pengumpulan Data/ Informasi

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode : (a)
pengamatan; (b) wawancara, dan (¢) studi dokumentasi. Dalam studi
dokumentasi Tim penelitian mempelajari berbagai dokumen-dokumen
(surat-surat keputusan, perjanjian-perjanjian, surat-surat perintah,
surat-surat kabar dan lain-lain yang terwujud dalam bentuk catatan
tertulis) yang berkaitan dengan desa dan masalah penelitian di desa
tersebut; baik yang secara langsung ada kaitannya maupun yang secara
tidak langsung. '

Dalam metode pengamalan dua macam metode yang dllakukan
yaitu:

a. Metode pengamatan biasa yang bertujuan untuk memperoleh
berbagai keterangan dengan menggunakan kaca mata peneliti
yang telah di-filter oleh masalah penelitiannya.

b. Metode pengamatan terlibat yang bertujuan untuk memper-oleh
berbagai keterangan yang makna keterangan tersebut sesuai
dengan makna yang diberikan oleh informan terhadap
keterangan yang dimaksudkan.

Sedangkan dalam metode wawancana, peneliti akan menggunakan
dua macam metode, yaitu :

a. Wawancara bebas, yang tujuannya adalah untuk memperoleh
keterangan yang sifatnya informal atau tidak resmi, yang biasa-
nya terwujud dalam pembicaraan-pembicaraan yang santai
(ngobrol).Dalam setiap kegiatan wawancara dalam ruang dan
waktu yang berbeda-beda. Tim peneliti tidak mempersiapkan
fasilitas wawancara. Namun demikian dipersiapkan sebuah pe-
doman wawancara sehingga keterangan-keterangan yang ingin
diperoleh dapat dijaring.-

b. Wawancara berstruktur, yang bertujuan untuk memperoleh
keterangan-keterangan yang khusus yang berkaitan dengan
masalah penelitian dan disusun dalam bentuk kuesoiner seperti
terlampir pada bagian belakang naskabh ini.

5. Jenis Data yang Dikumpulkan

Pada umumnya data/informasi yang dlkumpulkan dalam penelitian
ini dibagi atas tiga golongan besar yaitu :

a. Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi
lingkungan dan sosial desa.
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b. Data/informasi mengenai sejarah desa.
Data/informasi tentang kehidupan sosial.

C.

Madteri atau variabel yang akan dijaring pada setiap klasifikasi data
tersebut adalah seperti di bawah ini.

Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi
lingkungan dan sosial desa.

Ad.a.
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1).
2).

J).

4).

5).
6).

7.

8).

Keadaan fisik dan lokasi desa (tipologi).

Sistem administrasi desa dan pembagian wilayah-wilayah-

nya. A

Pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, toko dan sebagainya)

dan sosial (tempat-tempat pertemuan dan hiburan).

Penggolongan-penggolongan wilayah desa (termasuk juga

bahagian-bahagian desa) menurut usia didirikannya (se-

belum dan sesudah perang kemerdekaan).

Berbagai perbaikan desa yang telah dilakukan oleh peme-

rintah selama Pelita I, II, II1.

Mencatat seluruh angka-angka mengenai keadaan sosial,

ekonomi, dan kependudukan dari desa yang diteliti.

Mencatat seluruh data mengenai desa yang diteliti dan Ke-

negarian serta wilayah-wilayahnya. Begitu juga mencatat

macam-macam pengumuman kepemimpinan masyarakat

desa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, kepada

wilayah di bawahnya mengenai berbagai kegiatan di desa

tersebut.

Membuat peta desa, wilayah (propinsi) setempat yang di-

dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

a). Jalan-jalan/lorong-lorong (macam, keadaan dan tipe/
kelas).

b). Selokan-selokan dan sungai-sungai berikut jembatan.

¢). Penyebaran Perumahan Penduduk.

d). Rumah-rumah.

€). Tempat-tempat beribadat, sekolah, kantor, gardu Han-
sip/ronda/ gedung pertemuan perkumpulan.

f). Tempat-tempat berjualan seperti pasar, toko, warung,
kios, dan tempat penjaja makanan.



Ad.b.

Ad.c.

g). Tempat ngobrol/berkumpul/hiburan bagi penduduk
desa pada umumnya maupun khusus bagi Bapak-
bapak, ibu-ibu, orang tua (bapak/ibu), pemuda-
pemudi, anak-anak bermain.

Semuanya dilakukan dengan ; mengamati, mewawancarai

pejabat pemerintah yang berwenang dan melakukan studi ke-
pustakaan/data yang ada di kecamatan.

Data/informasi mengenai sejarah desa.

1). Siapa atau siapa-siapa pendiri pertama desa tersebut.

2). Asal mereka, maia pencaharian, apa yang mereka lakukan
di tempat tersebut, kapan, dan bagaimana proses perkem-
bangannya hingga sekarang.

3). Proses perubahan kondisi fisik dan lingkungan pemukiman
desa dari mula berdirinya hingga sekarang, siapa yang
berperan.

Data/ Informasi tentang kehidupan sosial.

1).Jumlah dan komposisi penduduk (termasuk mobilitas dan
suku bangsa).

2).Mata pencaharian pada umumnya.

3).Kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari yang biasa mereka la-
kukan secara umum.

4).Corak hubungan-hubungan sosial diantara sesama warga
desa dengan tetangga.

5).Macam-macam perkumpulan sosial yang ada (arisan,
kematian dan sebagainya) dan organisasi Olahraga, Ke-
senian, Pemuda.

6).Hal-hal yang biasanya yang menjadi sumber konflik
diantara sesama warga.

7).Orang-orang/tokoh-tokoh yang biasanya menjadi pe-
nengah dalam konflik; dan kedudukan sosial ekonomi
mereka dalam masyarakat desa.

8).Upacara-upacara keagamaan dan upacara-upacara rituil
lain yang masih dilakukan, siapa biasanya yang berperan.
9).Kesenian yang ada dan organisasinya.
10). Peranan dan keikutsertaan dalam masyarakat.
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6. Pengolahan dan Analisa Data/ Informasi

Untuk diperolehnya penemuan-penemuan dan kesimpulan-kesimpulan
dalam penelitian ini semua data dan informasi yang telah dikumpulkan
diolah sedemikian rupa dengan menggunakan analisa-analisa statistik
deskriptif dan pengelompokannya sesuai dengan kebutuhan penelitian
sistem kepemimpinan dalam masyarakat perdesaan ini.

Hasil pengolahan data tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan
dengan data/informasi sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi/
kepustakaan yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian akan diper-
oleh kesimpulan-kesimpulan yang akan dijadikan bahan dalam pem-
bahasan dan rekomendasi penelitian. Tidak itu saja dalam merumuskan
kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan juga dikaitkan
dengan hasil pengamatan tim penelitian di lapangan yang dijalin secara
sistematis dan rasional diantara kedua negari/ desa yang diteliti.

7. Sistem Penulisan Laporan

Sistem penulisan laporan ini adalah didasarkan atas petunjuk yang
disusun dan disampaikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta dan Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan yang diberikan secara khusus dalam pekan penataran
tenaga peneliti/ penulis kebudayaan daerah seluruh Indonesia yang telah
diadakan sebelum penelitian ini berlangsung.

Sistem penulisan yang dipakai adalah sistem penulisan untuk satu
suku bangsa dengan mempedomani organisasi atau kerangka laporan
sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN
A. Masalah
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Pertanggungan Jawab Iimiah

Bab II. IDENTIFIKASI
A. Lokasi
B. Penduduk
C. Sejarah Pemerintahan Desa
D. Latar Belakang Sosial Budaya
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Bab III.

Bab IV.

Bab V.

Bab vVI.

Bab VII.

Bab VIII.

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MA-
SYARAKAT PEDESAAN

A. Organisasi Pemerintahan Desa

B. Sistem Kepemimpinan

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-
DESAAN DI BIDANG SOSIAL

A. Organisasi dalam Kehidupan Sosial

B. Sistem Kepemimpinan

C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan dalam Bidang Sosial
dalam Masyarakat

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-

DESAAN DI BIDANG EKONOMI

A. Organisasi dalam Kegiatan Ekonomi

B. Sistem Kepemimpinan

C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi
dalam Masyarakat.

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-

DESAAN DI BIDANG AGAMA

A. Organisasi dalam Kegiatan Keagamaan

B. Sistem Kepemimpinan

C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama
dalam Masyarakat

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-

DESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Organisasi dalam Kegiatan Pendidikan

B. Sistem Kepemimpinan

C. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan
dalam Masyarakat '

BEBERAPA ANALISA

A. Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan di
Pedesaan

B. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan
Sistem Administrasi Politik Nasional

C. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan
Nasional
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BAB 1
IDENTIFIKASI

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang dapat diperguna-
kan untuk memahami gambaran umum dan pola kepemimpinan dalam
masyarakat pedesaan Sumatera Barat pada bagian ini akan diungkapkan
hal-hal yang berhubungan dengan desa sasaran penelitian ini sebagaima-
na dikemukakan dalam bagian pendahuluan yaitu desa yang relatif lan-
car sistem komunikasi/transportasinya dan desa yang masih dapat di-
nyatakan sebagai '’daerah tertutup’’ karena belum dijangkau oleh ken-
daraan bermotor roda empat yang mantap dan kontinue serta jaringan
.transprotasi lain secara mudah seperti sarana transportasi perairan.

Sebagai pengenalan daerah akan diuraikan secara berturut-turut
.entang lokasi, penduduk, sejarah pemerintahan desa dan latar belakang
sosial budaya masyarakat di kedua desa yang menjadi obyek penelitian.
ini. Penggambaran latar belakang daerah ini adalah penting karena
sistem dan pola kepemimpinan masyarakat mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan situasi dan kondisi sesuatu daerah.

A. LOKASI

Sebagaimana telah dinyatakan dalam ruang lingkup penelitian pada
bagian terhadulu, desa yang dipilih sebagai sasaran penelitian ini adalah
Desa/Negari Suliki dan Desa/Negari Mahat di Kecamatan Suliki
Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota. Kecamatan Suliki Gunung Mas ini
iterletak sekitar + 150 km dari ibukota Propinsi Sumatera Barat
(Padang); sedangkan dari ibukota Kabupaten 50 Kota (Payakumbuh) -
berjarak + 25 km ke arah utara. Untuk jelasnya lokasi daerah penelitian
Iini dapat dilihat dalam Peta | pada halaman berikut.

1. Letak Geografis

Secara pasti tidak dapat diperoleh informasi tentang letak astrono-
mis dari kecamatan dan desa atau daerah penelitian ini. Namun demi-
kian kiranya tidak banyak berbeda dengan letak astronomis daerah
Kabupaten 50 Kota yaitu : 0°22°LU - 0°23’LS dan 100°16’ - 160°51’ BT.
Sedangkan letak astronomis Propinsi Sumatéra Barat adalah 0° 54’ LU-
3°30’ LS dan98°36’ BT - 101° 53’ BT.

Secara geografis Kabupatcn Lima Puluh Kota berbatas sebelah :
Utara dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau
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Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar Prop. Sumatera Barat

Timur dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau

Barat  dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Pro-
pinsi Sumatera Barat

Kecamatan Suliki Gunung Mas berbatas sebelah :
Utara dengan Kecamatan Kapur IX, Kabupaten S0 Kota
Selatan dengan Kabupaten Agam
Timur dengan Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota
Barat  dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Peta 2 pada halaman berikut.

Seiring dengan ini perlu pula dikemukakan bahwa letak geografis
kedua desa/ negari penelitian ini adalah berbatas sebelah :

a. Desa/Negari Suliki

Utara dengan Negari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki Gu-
nung Mas.

Selatan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten
Agam.

Timur dengan Negari Limbanang, Kecamatan Suliki Gunung
Mas dan Negari Kubang Kecamatan Guguk.

Barat dengan Negari Kurai Kecamatan Suliki Gunung Mas.

b. Desa/Negari Mahat

Utara dengan Kecamatan Kapur IX

Selatan dengan Negari VII Koto Talago Kecamatan Guguk ser-
ta Nagari Guntung dan Nagari Koto Tangah
Kecamatan Suliki Gunung Mas.

Timur dengan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. 50 Ko-
ta dan Nagari Talang Maur Kecamatan Guguk.

Barat dengan Negari Baruh Gunung Kecamatan Suliki Gu-
nung Mas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
Peta 3 dan Peta 4 pada halaman selanjutnya.

2. Keadaan Alam

Kecamatan Suliki Gunung Mas mempunyai luas + 62.942 ha dian-
taranya terdapat dataran tinggi seluas 76% dari luas seluruhnya dan
dataran rendah seluas 24%. Topografi kecamatan ini sebagian besar
mempunyai bentangan alam yang bergelombang dan sebagian lainnya
merupakan dataran rendah dan dataran tinggi.

21



° LE
8 ) ] LEGENDA

KECAMATAN BAPUR D¢ . | #-+-+ ++ Batas Kecamotan
\ BRI ++++++ Balas Keneqarion
. % x —~—— Jalan Rayﬂ
) Jox X ~ —AT— Suﬂgm'
X R, X :
P +
x

S s
: AT I

+* -
bR X e
BABUPATEN AEGAM

KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS
KABUPATEN 50 KOTA
SKALA 1:200.000

PETA SITUASI
1:3.300.000




KENEGARIAN SULIX]
KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS
SKALA 1:196.000

MENEGARIAN SEI . nmw‘

44 4y
*
*

PETA SITUAS]

SKALA 1: 800.000

L)
..




= - . o LEcEnoa
I LW MECAMATAN. HAPUR 13 i I * ++++ Balas Kenegarion
x / 2 Uabl\us.gn
x* Xy *.q..&.q*..t.#&ix \.\ t H ”.ll.wl*lb i
> *+ o ! g + ~— Jalan Raya
H \ : ﬁ\ﬁ' kw/ &xx + b —— Jalann Desa
+ . xy ' B + Jalan Selapak
P N lh'ﬂv ! * % + .- X
% . o / 1:*4.&! g ¢ . m-!-ml-
:H S §Nenan - e het ~ | Pusal Desa/Jorong
e - 7orq
% Sotoy, A, b I\.l“.l - it e
lk 3\' a...‘.
> 1 *
-~ i o=
v .moﬁl ’ i‘ S
x, Bad 7 i {9 Sopan Tonah % mec. ouGux
| * > 1 X
lugl)lc“.“cz.-lo * ..rx}. i -_ - __. - .JN\I.X/H..‘X
e Koto -:»-mm- L] \A .- L, /. ..4..
+ 7 kq / \_ \\\ -
+ / brahorT v . %
u® N.\. £ Tory < 3 sl ™
P ~. el P~ N $
Pt St ) 4 Kota G o Ul }
x Ampeng mnmwwwn. s§ S N, i
% 7 oAmpana Bodasia 11 B Sl ..../...4. + i
¢ 3 x:
1
i
1
; el
KENEGARIAN MAHAT x,
KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS * PETA SITUAS
SKALA 1: 60.000 * iy SKALA 3 : 600.000

FLTaA by




Di kecamatan ini terdapat beberapa sungai yaitu : Batang Sinamar,
Batang Mahat, Batang Karimun dan Batang liki. Batang Sinamar dan
Batang Mahat berhulu sendiri-sendiri. Batang Sinamar mengalir ke
Timur menjadi Batang Kuantan dan Indragiri bermuara ke Selat
Malaka. Batang Mahat mengalir ke Timur menjadi satu dengan Batang
Kampar yang juga bermuara ke Selat Malaka, sedangkan Batang
Karimun mengalir kearah Barat dan melintasi Kabupaten Pasaman dan
bermuara ke Lautan Hindia. Batang Liki merupakan anak dari Batang
Sinamar menyatukan diri di Desa/Negari Sungai Rimbang yang tidak
berapa jauh dari Negari Suliki.

Sejalan dengan itu dapat pula dikemukakan bahwa pada sebagian
daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat terutama di Desa/Negari
Mahat, Koto Tinggi, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan Kurai. Di
nagari-nagari ini terdapat hutan ''simpanan negara’’. Umumnya hasil
hutan yang banyak ditemui di daerah ini adalah kayu banio yang baik
untuk bahan bangunan. Pada sebagian daerah perbukitan terdapat
tanah atau bukit yang kritis yang pada saat ini telah dilaksanakan rebo-
isasi dan tanaman penghijauan.

Keadaan iklim dan musim sepanjang tahun adalah sedang bagi
daerah di dataran rendah seperti Negari/Desa Limbanang, Mahat,
Sungai Rimbang, Suliki, dan Kurai, sedangkan di desa-desa lainnya
berhawa dingin karena terletak di daerah dataran tinggi.

Sebagian besar daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas ini adalah
merupakan daerah yang cukup subur sama halnya dengan daerah-
daerah dalam Kabupaten 50 Kota lainnya. Di daerah perbukitan, baik
ditanami dengan tembakau terutama di Desa/Negari Banjar Lawas,
Koto Tengah, Sungai Naning, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan
Suliki. Tembakau yang terkenal di daerah ini adalah tembakau Saut di!
Desa/ Negari Suliki, tembakau Guntung dan témbakau Padang Langang.
Di Desa/Negari Pandam Gadang terdapat jenis tembakau yang dinama-
kan *’tembakau Batu Putih’’. Hasil tembakau di kecamatan ini terkenal'
di luar daerah dengan nama *’tembakau Payakumbuh’’. Selain dari tem-
bakau, di kecamatan ini banyak pula dihasilkan kopi, gambir, kelapa,
dan daerah ini juga terkenal penghasil padi.

Berkaitan dengan daerah penelitian ini dapat pula dikemukakan
bahwa‘Desa/ Negari Suliki luasnya adalah + 5.200 ha (8,26%) dari luas
Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Desa/ Negari Mahat luasnya 16.380
ha (26,02%) dari luas kecamatan ini. Desa/Negari Suliki terletak pada
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ketinggian + 514 m dari permukaan laut dan Desa/ Negari Mahat + 300
m dari permukaan laut sedangkan Kecamatan Suliki Gunung Mas + 650
m di atas permukaan laut.

Sudah diutarakan di muka bahwa Kecamatan Suliki Gunung Mas
adalah beriklim sedang. Adapun curah hujan di daerah ini termasuk
Desa/ Negari Suliki dan Mahat adalah sekitar 1385 - 2249 mm per tahun,
sedangkan lama hujan atau banyak hari hujan dalam setahun sekitar 124
- 186 hari. Data ini diperoleh dari Dinas Pertanian Kecamatan Suliki
Gunung Mas berdasarkan observasi lima tahun terakhir yaitu dari tahun
1977 - 1982.

Sama halnya dengan daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas lainnya
topografi kedua desa yang menjadi obyek penelitian ini adalah berge-
lombang atau berbukit-bukit pada sebagian besar daerah dan sebagian
kecil lainnya merupakan daerah dataran. Kemiringan tanah Desa/
Negari Suliki sekitar 60° - 75°. Desa/Negari Mahat antara 40° - 65°,
sedangkan rata-rata kemiringan tanah Kecamatan Suliki Gunung Mas
berkisar antara 30° - 75°.

Sebagai ilustrasi pada halaman yang berikut dapat dilihat foto
dokumentasi sebagian dari keadaan alam Desa’Negari Suliki (Gambar
II.1 dan 11.2) dan Desa/Negari Mahat (Gambar II.3 dan I1.4) yang
direkam pada waktu penelitian ini berlangsung sekitar bulan Juni dan
Juli 1983 yang lalu.

Berkaitan dengan keadaan alam ini dapat pula dilaporkan tentang
tata guna tanah di kedua desa/ negari ini. Luas sawah di Desa/Negari
Suliki + 188 ha atau 3,62% dari luas daerah seluruhnya sedangkan di
Desa/ Negari Mahat terdapat sawah seluas + 1200 ha atau 7,33% dari
luas seluruh daerah ini. Di samping itu terdapat 469,2 ha tegalan atau
kebun di Desa/Negari Suliki atau 9,02% dari luas desa/negari
seluruhnya. Adapun di Desa/ Negari Mahat terdapat pula tegalan/ kebun
seluas + 2148,1 ha atau 13,11% luas daerah seluruhnya.

Selain daripada itu di kedua desa/negari ini terdapat ’’hutan
negara’’ yang cukup luas yaitu + 2728,2 ha atau 52,47% dari luas
seluruh desa/negari ini, sedangkan di Desa/Negari Mahat terdapat
hutan negara seluas 9515,5 ha atau 58,09% dari luas seluruh Desa/Ne-
gari Mahat ini. Penggunaan tanah lainnya adalah untuk tanah perka-
rangan/halaman, padang rumput/ pengembalaan, kolam/tebat ikan dan
lain-lain. Untuk jelasnya dalam Tabel. 11.1 berikut ini dicantumkan
secara terperinci tidak saja untuk kedua desa/ negari yang menjadi obyek
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Y 2 i
Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam
Masvarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.1. Salah satu Jaringan jalan di Daerah Perbukitan di Desu
Negari Suliki

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.2. Suatu Perkampungan penduduk di daerah dataran tinggi
dan dataran rendah di Jorong Suliki Baruh dalam Desa/
Negari Suliki.
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Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar I1.3. Sebagian dataran rendah di Desa/Negari Mahat dilihat
'dari puncak bukit Simun (daerah persawahan rakyat).

ST i

‘Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar I1.4. Sebagian dari daerah perbukitan atau dataran tinggi di
-Desa/ Negari Mahat di kawasan dusun Koto Tinggi.



penelitian tetapi juga pada desa/ negari lainnya dalam Kecamatan Suliki
Gunung Mas.

3. Pola Perkampungan

Berbicara tentang pola perkampungan pada kedua desa/negari ini
Tim Peneliti Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan
Sumatera Barat, berpijak atas dua pola ajau pokok pikiran mengenai hal
dimaksud yaitu :

a. Pola tempat kediaman penduduk desa atau rural settelement
type yakni memperhatikan penyebaran rumah penduduk desa
dan membentuk po\a tertentu.

b. Pola desa atau village type yakni memperhatikan penyebaran
rumah penduduk desa belerta tanah pekarangannya.

Berdasarkan atas kedua pola dimaksud dapat dilaporkan bahwa
pola tempat kediaman penduduk di kedua desa/ negari ini saling berbeda
satu sama lain di samping adanya persamaan-persamaan pada daerah
daerah tertentu.

1) Polatempat kediaman
a). Desa/Negari Suliki

Dari delapan Jorong atau desa setingkat di bawah negari di
Desa/Negari Suliki ini, dua jorong diantaranya yaitu
Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh penyebaran rumah
penduduknya adalah mengelompok atau bertype compact
settlement artinya jarak antara satu rumah kediaman relatif
dekat.

Pada enam jorong lainnya penyebaran rumah penduduk
pada umumnya terpisah-pisah atau bertype fragmented
stettlement. Namun demikian pada tempat-tempat tertentu
terdapat juga rumah penduduk yang mengelompok tetapi
jumlahnya relatif kecil dan jarang ditemui.

Sepanjang pengamatan tim peneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang
mengelompok di desa/ negari ini adalah :

(1) Terdapatnya kawasan tertentu yang merupakan pusat
perbelanjaan penduduk atau pasar mingguan di negari/
desa ini.
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TABELIL.1: PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS TAHUN 1983

N Peka- Padang Tanah — Perke.
> it » y
S I I (Gl Pl i el il R B vl IS B Rl
endudu LAY i
‘: sekitar kebun gcn;:ala u:::a‘:;n rakyal ra Swasta Hya aera
nya :
1. | Limbanang 6.632 473 235 | 5208 — 68,84 | 18,36 32 100 — e 100 | 1.548
2. | Sei. Rimbang 2.491 231 114 | 459,6] — 20,72 { 16,80 25 300,88 557 — 275 | 2.000
3 | Suiiki 2.723 188 124 | 469,2| — 21,15 | 10,93 30 [1143,5 [2728,22] 485 | 5.200
4. | Kurai 1.370 127 110 | 261,3] — 11,78 5,65 25 200,27/1159 _ 100 | 2.000
5. | Pd. Gadang 4.705 286 97 | 818,3] — 36,89 5,50 29 1750 |2927,31] 450 | 6.400
6. | Talang Anau 3.478 239 85 | 701,90 — 31,64 6,30 25 |1223,1 |2109,06f — 379 | 4.800
7. | Koto Tinggi 6.226 600 120 {11558 — 52,10 6,07 25 900 |4041,03 500 | 7.400
8. | Baruh Gunung 5.075 386 63 [1021,8] — 46,06 8,05 25 {1429 [|3334,09) _— 465 | 6.778
9. | Sei. Naning 4.407 176 50 | 822 — 37,05 7,30 40 542,65 — — 325 | 2.000
10. | Koto Tangah 3.189 220 170 | 633,3] — 29,00 9,63 29 [1529,6 | 500,37 415 | 3.536
11. | Banjar Lawas 3.571 308 147 | 7137.8] — 23,26 | 11,55 31 1575 ]1546,39 510 | 4.900
12. |Mahat 7.010 | 1200 185 |2148 25 61,51 | 14,86 34 ({1400 [9515,53 1796 | 16.380
Jumlah 50.867 |4.434 1500 9750 25 ' | 450 121 350 |12.094 {28.418 | — | 5.800 | 62.942

Sumber : Kantor Camat dan Diparta Kec. Suliki Gunung Mas
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Terdapatnya kawasan yang reliefnya hampir bersamaan
pada lokasi tertentu yang menjadi sasaran penduduk
untuk bertempat tinggal.

Tersedianya snmber di kawasan tertentu sebagai sumber
daya yang sangat menentukan kelangsungan hidup
secara layak.

Di luar Jorong Suliki Baruh dan Suliki Pasar penge-
lompokan tempat kediaman penduduk tersebut dise-
babkan pengaruh yang kuat dari sistem kekerabatan
yang berlaku pada daerah bersangkutan (sistem Ke-
kerabatan Minangkabau).

Patut dikemukakan bahwa di Jorong Suliki Pasar dan
Suliki Baruh ini penduduknya relatif telah banyak
bercampur karena mirip dengan '’desa urban'’' yang
terdapat di daerah pedesaan. Tegasnya sistem kekera-
batan disini kebanyakan telah mengarah kepada sistem
kekerabatan dalam pengertian luas atau tidak begitu
terikat dengan keluarga batih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tempat kediaman
penduduk yang terpencar-pencar pada enam jorong di
Desa/ Negari Suliki ini adalah :

8}

(0]

(&)

(L)

Pada umumnya daerah tersebut bertopografi kasar be-
rupa pergunungan atau perbukitan (Bukit Guguk Pa-
lano, Bukit Kondung, dan Bukit Kamang).

Pada sebagian daerah terdapat permukaan air yang
dangkal atau anak-anak sungai yang memungkinkan
penduduk memperoleh air bersih secara mudah se-
hingga perumahan penduduk dapat didirikan dengan
pemilihan tempat yang relatif bebas.

Kesuburan lahan yang relatif berbeda antara suatu
kawasan dengan kawasan lainnya sehingga penduduk
memencar mencari lahan yang subur.

Faktor keamanan di desa/negari jni ‘relatif baik atau
tidak ditemui gangguan-gangguan keamanan baik dari
binatang buas atau gangguan lainnya sehingga pendu-
duk cukup berani bertemipat tinggal secara menyebar.
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b).

Sebagai ilustrasi di bawah ini dapat dilihat tempat
kediaman penduduk di Jorong Atas Koto Suliki dan Jorong .
Suliki Pasar. Umumnya di jorong atau di desa ini rumah-
rumah pemukiman penduduk berdiri secara mengelompok
mengikuti jalur jalan dan di daerah lereng perbukitan yang
mudah diperoleh sumber air bersih seperti mata air dan
sebagian kecil air bersih ini bersumber dari aliran sungai
yang juga terdapat di daerah ini.

Penyebaran Pemukiman Penduduk di Negari Suliki dapat
dilihat dalam Peta 5 pada halaman 34.

Desa/ Negari Mahat

Sama halnya dengan Desa/Negari Suliki pola tempat
kediaman penduduk Negari/Desa Mahat sebagian besar
adalah terpencar-pencar atau bertype fragmented settle-
ment. Dari sepuluh jorong yang ada delapan diantaranya
tempat kediaman penduduk bertype fragmented settlement
ini. Hanya dua dari jorong dimaksud yaitu Jorong Ronah
dan Koto Tinggi yang pola pemukiman penduduknya
bertype mengelompok atau compact settlement. Walaupun
pada beberapa daerah tertentu yang jumlahnya relatif kecil
di delapan jorong lainnya juga terdapat tempat kediaman
penduduk yang mengelompok yang pada umumnya berlo-
kasi di pusat-pusat perbelanjaan (warung) dan di persim-
pangan jalan.

Didasarkan atas kenyataan yang ada faktor-faktor yang
mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang me-
ngelompok di Desa/Negri Mahat ini adalah hampir sama
motivasinya dengan pola tempat kediaman masyarakat
Desa/Negari Suliki. Hanya saja di daerah ini yang agak
menonjol adalah:

(1) Terdapatnya kawasan tertentu yang memiliki lahan
yang subur untuk jenis tanaman pokok tertentu antara
lain tanaman padi dan kelapa.

(2) Terdapatnya pengaruh yang kuat dari sistem kekera-
batan yang berlaku pada masyarakat setempat (sistem
kekerabatan Minangkabau).



s

Sumber : Foto Dokumentasi Tim ﬁPeneIi!iah Asbek Kepemimpinun
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar I1.5. Salah satu tempat kediaman penduduk yang memencur

di Jorong Atas Koto Suliki.

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.6. Salah satu tempat kediaman penduduk yang mengelom-
pok di Jorong Suliki Pasar.
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Foto umen asi Tm? Iitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.7. Salah satu tempat kediaman penduduk di Desa/Negari

Mahat yang terletak di kawasan lahan yang subur.

Faktor yang mendorong masyarakat memilih tempat ke-
diaman yang menyebar juga sama alasannya dengan masya-
rakat di Desa/Negari Suliki, baik dari segi topografi,
kemudahan mendapat sumber air dan faktor keamanan.
Berikut ini dapat dilihat salah satu dari tempat kediaman
penduduk di Desa/Negari Mahat yang terikat dengan ke-
suburan lahan untuk pertanian. Penyebaran Penduduk
Mahat dapat dilihat dalam Peta 6 pada halaman 36.

Pola Desa
a) Desa/Negari Suliki

Penyebaran rumah penduduk beserta tanah pekarangan di
Desa/ Negari Suliki lebih beraneka ragam dibanding dengan
Desa/ Negari Mahat. Di beberapa tempat tertentu ditemui
pola ’’line vilage’’ atau penduduk hampir seluruhnya
mendirikan tempat tinggal di sepanjang sungai dan di
sepanjang jalan. Umumnya pola ini ditemui di Jorong
Suliki Pasar, Suliki Baruh dan Jorong Sarik.
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b).

Pola desa lainnya yang terdapat di daerah ini adalah pola
radial dan line village. Ini pada umumnya juga terdapat
pada Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh.

Perkampungan penduduk terdapat di pinggiran bukit dan
memanjang menurut jaringan sungai yang ada di daerah
bersangkutan.

Pola desa yang sifatnya menggerombol atau menumpuk
terdapat di Jorong Suliki Pasar atau tegasnya di sekitar
"’ Pasar Mingguan’’. Di Pusat Jorong Sarik pola desa yang
semacam juga ditemui di daerah ini.

Selain dari jorong-jorong tersebut di atas umumnya penye-
baran rumah penduduk beserta tanah perkarangannya
adalah dalam bentuk open country village artinya
pemukiman penduduk menyebar secara terpencar-pencar
hampir di seluruh pelosok jorong yang bersangkutan. Jarak
perkampungan dan rumah penduduk umumnya relatif jauh
satu sama lain rata-rata kira-kira dua kilometer, walaupun
juga ditemui jarak perkampungan tersebut hampir sejauh
empat kilometer terutama di Jorong Taratak, Batu Palano
dan Jorong Jariangau.

Patut dikemukakan disini bahwa jarak perkampungan di
desa-desa yang mempunyai pola "’line village’’dan nucliated
village adalah relatif dekat berkisar antara 200-800 m.
Secara murni pola perkampungan menurut para ahli
geografi dan sosiologi sukar ditemui dalam Desa/Negari
Suliki ini karena keragaman bentangan alam dan pengaruh
sistem kekerabatan.

Desa/ Negari Mahat

Karena berbedanya kondisi transportasi antara Desa/
Negari Mahat dengan Desa/Negari Suliki maka pola
perkampungan atau desa di kedua daerah ini juga saling
berbeda. Jika di Desa/Negari Suliki ditemui pola perkam-
pungan ’’line village’’dalam arti perkampungan
memanjang jalan dan memanjang sungai maka di
Desa/Negari Mahat ini karena transportasi dan jaringan
jalannya masih sangat terbatas, maka pola perkampungan
walaupun sama-sama berbentuk ’’line village’’ tetapi
sebagian besar perkampungan adalah memanjang sungai.
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3).

Pola ini hampir merata ditemui di seluruh Jorong di
Desa/ Negari Mahat ini.

Pola perkampungan yang juga relatif banyak ditemui di
desa ini adalah pola menyebar atau perkampungan yang
terpencar mirip dengan bentuk ’‘open country-village'’
artinya antar perkampungan terdapat jarak yang cukup
jauh dan tersebar di seluruh desa/negari. Pola desa yang
berbentuk mengelompok hanya ditemui pada pusat-pusat
perbelanjaan dan pusat-pusat jaringan perhubungan. Disini
jarak antar kampung adalah relatif dekat sekitar SO0 m.
Pada pola perkampungan yang menyebar bahkan terdapat
jarak perkampungan penduduk disekitar tiga kilometer.

Penyebaran bangunan-bangunan umum dan jaringan transpor-
tasi tidak berbeda secara menjolok, penyebaran bangunan-
bangunan umum seperti gedung sekolah, mesjid, klinik
kesehatan, dan kantor-kantor pemerintahan di kedua
desa/negari ini. Maksudnya adalah bangunan-bangunan terse-
but mengikuti lokasi pusat-pusat pemukiman penduduk dan
jaringan transportasi dan komunikasi yang relatif lancar.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa letak
gedung Sekolah Dasar dengan perkampungan penduduk atau
tempat tinggal murid berada dalam radius lebih kurang dua
kilometer. Gedung sekolah menengah dibandingkan dengan
tempat tinggal muridnya pada kedua desa/negari ini melebihi
jarak atau radius Sekolah Dasar tadi, diperkirakan rata-rata
tempat tinggal murid SMP jaraknya dengan gedung sekolah
berkisar rata-rata dalam radius lima kilometer.

Letak bangunan lembaga kesehatan dan Kantor Desa/Negari
karena jumlahnya sangat langka jarak jangkau pelayanannya
berbeda antara masyarakat yang tinggal di pusat Desa/Negari
dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pinggiran. Diper-
oleh informasi di kedua desa/ negari ini terdapat anggota masya-
rakat yang jarak tempat tinggalnya lebih dari 7 (tujuh)
kilometer dari lembaga kesehatan dan Kantor Desa/ Negari.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa jarak jangkau anggota
masyarakat den'gan bangunan-bangunan langka ini walaupun
sama secara fisik di kedua desa/negari ini namun implikasinya
berbeda antara Desa/Negari Suliki dengan Mahat. Perbedaan



ini terutama disebabkan berbedanya pula keadaan jaringan
transportasi di kedua daerah. Pada umunya di Desa/Negari
Suliki penyediaan jaringan jalan dan fasilitas kenderaan adalah
lebih baik dibandingkan dengan Desa/Negari Mahat. Justru
karena itu masyarakat Negari Suliki relatif lebih mudah men-
jangkau gedung-gedung pemerintahan dan prasarana masya-
rakat lainnya dibandingkan dengan masyarakat Desa/Negari
Mahat, yang pada umumnya masih mempergunakan jalan
setapak atau hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai
fasilitas kenderaan bermotor roda dua.

Patut dikemukakan disini bahwa sejak permulaan kemerdekaan
RI, Desa/Negari Mahat baru dalam rintisan dilalui oleh kende-
raan roda empat sejak awal tahun anggaran 1983/1984 yang
baru lalu. Sebelumnya daerah ini tidak pernah ditempuh ken-
deraan roda empat bahkan pengangkutan barang pada
umumnya mempergunakan "’kuda beban’’.

Kenderaan beroda empat yang mulai masuk ke daerah ini sejak
awal tahun anggaran 1983/1984, frekuensinya masih sangat
jarang sekali dan itupun baru merupakan rintisan atau perco-
baan. Pada waktu penelitian ini berlangsung sedang ditingkat-
kan pelayanan transportasi dengan menggunakan kenderaan
roda empat ini untuk dapat beroperasi minimal 1 x dalam satu
hari. Karena baru berkembangnya pola transportasi dan ko-
munikasi ini sepanjang informasi yang diperoleh belum banyak
mempengaruhi pola/sistem kepemimpinan dalam masyarakat
pedesaan di daerah ini. Kemungkinan perubahan tersebut akan
dapat dilihat dalam beberapa tahun yang akan datang.

Berkenaan dengan penyebaran bangunan-bangunan umum
atau penting di kedua desa/ negari ini dalam Peta 7 dan Peta 8
pada halaman berikut dapat dilihat menurut keadaan bulan Juli
1983 atau pada waktu penelitian ini berlangsung.

B. PENDUDUK
1. Jumlah, Komposisi dan Kepadatan

Pada tahun 1982 jumlah penduduk Desa/Negari Suliki adalah se-
banyak 2.777 jiwa terdiri dari 1.344 orang laki-laki dan 1.433 orang
wanita. Dengan demikian sex ratio penduduk daerah pedesaan ini 94
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Artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah penduduk wanita.

Dalam tahun yang sama di Desa/Negari Mahat penduduknya ber-
jumlah 6.929 jiwa terdiri dari 3.395 orang penduduk laki-laki dan 3.534
orang penduduk wanita. Ini berarti sex ratio daerah pedesaan Mahat ini
adalah 96 atau lebih tinggi dari sex ratio penduduk negari Suliki. Dapat
pula dinyatakan bahwa penduduk perempuan tidak begitu berbeda
jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Jika dibandingkan dengan sex ratio penduduk Kabupaten S0 Kota
angkanya relatif sama dengan penduduk Desa/ Negari Suliki, sedangkan
sex ratio Desa/Negari Mahat seperti dikemukakan di atas lebih besar
angkanya yaitu 96 atau melebih sex ratio penduduk Daerah Propinsi
Sumatera Barat seluruhnya yakni 95. Daerah lain dalam Kabupaten 50
Kota ini yang melebihi angka sex ratio Desa/Negari Mahat adalah
Desa/ Negari Pangkalan Kota Baru yakni 99 atau jumlah penduduk laki-
laki dan perempuan hampir bersamaan angkanya. Lain halnya dengan
desa atau daerah yang disebutkan di atas di Kecamatan Guguk
Kabupaten 50 Kota sex ratio penduduk ini relatif rendah angkanya yaitu
89 dan merupakan sex ratio yang terendah di Kabupaten yang
bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pemimpin di
kedua Desa/Negari penelitian ini lebih banyak pengikutnya dari
kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun di Desa/
Negari Mahat kelebihan jumlah wanitanya lebih banyak dari desa
Suliki. Implikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuh-
kan untuk membina kalangan wanita atau ’’Bundo Kandung’’ lebih
diperlukan di Desa ini.

Ditinjau dari sudut jumlah anggota keluarga yang dipimpin di
kedua Desa/Negari penelitian ini lebih banyak pengikutnya dari
kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun
Desa/ Negari Mahat kelebihan jumlah wanitanya lebih banyak dari Desa
Suliki. Implikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuh-
kan untuk membina kalangan wanita atau ’Bundo Kandung’’ lebih
diperlukan di Desa ini.

Ditinjau dari sudut jumlah anggota keluarga yang dipimpin oleh
kepala Keluarga ternyata di kedua Desa ini lebih berbeda satu sama lain
yaitu S - 6 orang. Karena dari jumlah ini termasuk seorang ibu rumah
tangga maka rata-rata jumlah anak 1 Keluarga batih adalah 4 - 5 orang.
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Guna lebih menghayati tentang masalah kependudukan ini ada
baiknya dikemukakan jumlah penduduk menurut mata pencaharian
secara garis besarnya di kedua Desa/Negari ini. Di. Desa Suliki presen-
tase penduduk yang bertani lebih rendah dari Desa Mahat sedangkan
penduduk yang bermata pencaharian sebagai pegawai, pedagang dan
tukang lebih besar persentasenya dibandingkan dengan Desa Mahat.

Dengan perbedaan latar belakang penduduk menurut lapangan
usaha ini jelas menimbulkan aspek-aspek antropologi budaya tertentu
dikalangan masyarakat dikedua Desa bersangkutan. Hal ini akan
mempunyai dampak tertentu pula terhadap pola kepemimpinan di kedua
daerah. Maksudnya adalah kepemimpinan masyarakat Desa Mahat
relatif lebih banyak berorientasi kepada aspek-aspek kebudayaan yang
dipengaruhi usaha-usaha pertanian sesuai dengan mayoritas masyarakat
penduduknya, di Desa Suliki walaupun masyarakat tani juga lebih besar
jumlahnya tetapi aspek-aspek usaha lainnya perlu lebih dipahami secara
dalam, karena masyarakat pendukungnya jumlahnya lebih berarti di-
bandingkan dengan Desa Mahat. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk
menurut mata pencaharian di kedua Desa ini adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Suliki Mahat

1. Tani 1.515 (54,55%) 4.652 (67,14%)
2. Dagang 252 (1 9,09%) 495 ( 7,14%)
3. Pegawai 505 (18,18%) 495 ( 7,14%)
4. Tukang 303 (10,91%) 495 ( 7,14%)
5. Jasa Lainnya 202 ( 7,27%) 795 (11,44%)

Berkaitan dengan sistem kepemimpinan ini ada baiknya pula
digambarkan tentang komposisi penduduk menurut pengelompokkan
umur di kedua Desa yang menjadi sasaran penelitian ini. Jika penduduk
dikatagorikan menjadi dua kelompok besar yakni Kelompok Genérasi
Muda yang berumur antara 0 - 24 tahun dan Kelompok Generasi Dewasa
yang berumur 25 tahun keatas ternyata di Negari Suliki 51,17% dari
penduduk seluruhnya adalah para generasi muda dan di Desa Mahat
kelompok yang sama berjumlah 51,95% dari jumlah penduduk.

Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu pada
tahun 1982 diperkirakan seperti tercantum dalam daftar berikut :
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Kelompok Umur Suliki Mahat

0— 4 337 (12,14%) 864 (12,47%)
5 =9 335 (12,78%) 914 (13,19%)
10 — 14 273 ( 9,83%) 700 (10,10%)
15 — 24 456 (16,42%) ~ 1.122 (16,19%)
25 — 49 861 (31,00%) 2.114 (30,51%)

> 50 495 (17,83%) 1.215 (17,549%)

Jumlah 2.777 ( 100% ) 6.929 ( 100% )

Segi lain yang perlu dikemukakan dalam masalah kependudukan ini
adalah pengelompokan umur dari segi Budaya atau fungsional yang
‘lazim dibagi atas 3 kategori yaitu anak-anak yang berumur 0 - 12 tahun,
remaja yang berumur 13 - 18 tahun, dan dewasa yang berumur 18 tahun
keatas. Didasarkan atas pengolahan data yang dikumpulkan dilapangan
ternyata persentase penduduk dari segi budaya ini tidak begitu berbeda
antara kedua desa bersangkutan.

Tegasnya adalah sebagai berikut :

Kelompok Umur Suliki Mahat
Anak : 0 - 12 tahun 30,86 % 31,72 o
Remaja : 13 - 18 tahun 10,48 % 10,52 %
Dewasa : 18 tahun ke atas 60,31 % 59,37 %

Dari kelompok umur pendidikan dasar yaitu penduduk yang
berumur 7 - 12 tahun persentase yang bersekolah atau net enrollemnt
rationya sudah cukup menggembirakan yaitu di desa Suliki dari 378
anak yang berumur sekolah dasar tersebut 97,88% atau 370 orang
diantaranya telah berpartisipasi dalam Sekolah Dasar (SD). Di desa
Mahat angka N.E.R tersebut adalah 95% atau 921 orang dari 969 jiwa
penduduk usia 7 - 12 tahun telah pula bersekolah ditingkat pendidikan
dasar.

Informasi tentang tingkat partisipasi pendidikan dasar ini
memberikan indikator bahwa pada daerah-daerah yang relatif terisolir
tidak menunjukkan keterbelakangan dari sudut aspirasi belajar atau
menuntut ilmu pengetahuan. Perlu ditambahkan bahwa pada saat

44



penelitian ini berlangsung di Desa Mahat telah pula diditikan kelas jauh
SMP Negeri Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas yang
mempunyai murid Kelas 1 dan Kelas 2 sebanyak 144 orang dalam tahun
ajaran 1983/1984. Dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan
penduduk di Desa Mahat ini seperti juga halnya di Desa Suliki pada
beberapa tahun sebelumnya maka pada gilirannya dimasa yang akan
datang diduga akan terjadi pergeseran pola dan pengaruh kepemimpinan
dalam masyarakat pedesaan daerah ini.

Terakhir patut diketahui bahwa kepadatan penduduk Desa Mahat
lebih rendah dibandingkan dengan Desa Suliki. Pada tahun 1982
kepadatan penduduk Desa Mahat 43 jiwa per km2, sedangkan di Desa
Suliki 52 jiwa per km2. Walaupun angkanya saling berbeda
dibandingkan kepadatan penduduk Kecamatan Suliki Gunung Mas yaitu
81 jiwa km2 maka kedua Desa ini termasuk daerah yang berpenduduk
jarang. Ini disebabkan karena masih banyak daerah yang berhutan lebat
belum didiami oleh manusia.

2. Mobilitas Penduduk

Berbedanya faktor kelancaran transportasi dan komunikasi serta
latar belakang pendidikan dan mata pencaharian penduduk menyebab-
kan mobilitas penduduk Desa/ Negari Suliki relatif berbeda pula dengan
mobilitas Desa/Negari Mahat. Perbedaan yang dimaksudkan disini
adalah dalam hubungannya dengan kegiatan penduduk meninggalkan
desanya masing-masing, atau bepergian ke luar desa baik di- tingkat
kecamatan, kabupaten, propinsi dan daerah lainnya.

Sepanjang pengamatan tim peneliti mobilitas pénduduk di dalam
desa ini tidak terdapat perbedaan yang berarti. Pada umumnya
masyarakat tani yang mayoritas jumlahnya di kedua desa ini pada
umumnya setelah shalat Subuh pergi ke lokasi pertaniannya baik ke
sawah atau pertanian tanah basah maupun di peladangan. Kegiatan ini
dilakukan sampai sore hari atau menjelang magrib. Dengan demikian
berarti bahwa sebagian besar penduduk daerah ini tergolong ’’fenaga
kuat’’ di luar para pelajar dan siswa mempunyai aktivitas yang tinggi
setiap hari.

‘Pada musim-musim turun kesawah dan keladang atau musim panen
sekalipun waktu istirahat dari penduduk tani ini hanyalah pada jam-jam
makan atau sarapan. Pada waktu-waktu senggang, yang umumnya
setelah selesai bercocok tanam dan memungut hasil panen para petani ini
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melakukan pekerjaan sambilan sebagai peternak, pemelihara dan
penangkap ikan serta melakukan kegiatan kerajinan anyaman dan
malah ada sebagian dari masyarakat ini yang berdagang.

Pada malam hari umumnya masyarakat kedua negari ini melakukan
shalat berjamaah di rumah-rumah ibadat dan setelah itu sebagiannya
melakukan usaha kerajinan anyaman dengan mempergunakan bahan
baku pandan, bambu dan mensiang yang relatif cukup banyak tumbuh
di daerah ini. Usaha kerajinan pada malam hari ada kalanya mendapat
bantuan dari anak-anak yang sekolah di berbagai tingkatan pendidikan
pada siang hari, walaupun tidak merupakan tenaga inti.

Mobilitas penduduk yang berdagang di kedua desa ini berbeda
keadaannya satu sama lain. Umumnya di Negari Suliki yang lebih
banyak dijumpai para pedagang yang mempunyai transportasi yang
lebih lancar daerah jangkauan dan kegiatannya sehari-hari lebih luas dan
lebih aktif dibandingkan dengan masyarakat pedagang di Negari Mahat.
Cukup banyak para pedagang di Negari Suliki melakukan aktivitasnya
di pasar-pasar mingguan yang ada di sekitar Negari Suliki ini bahkan
sampai ke ibukota kabupaten dan ibukota propinsi yang frekuensinya
juga cukup banyak dalam satu minggu.

Selain dari pegawai negeri, pedagang dan pemimpin masyarakat
atau tegasnya para petani yang merupakan sebagian besar penduduk
Negari Mahat pada umumnya tidak banyak melakukan perjalanan
keluar desanya; lebih-lebih ke kota kabupaten, propinsi dan daerah
nasional lainnya. Sebagian besar masyarakat petani ini hanya sibuk
-dengan pekerjaannya dilapangan pertanian dan kegiatan tersebut meru-
pakan pekerjaan rutin sehari-hari.

Umumnya masyarakat petani berkunjung ke ibukota kabupaten
dan kota lainnya paling tinggi sebanyak dua kali dalam setahun untuk
berdarmawisata/rekreasi yang waktunya biasa mereka lakukan setiap
selesai panen. Bepergian ke ibukota kecamatan sering dilakukan dalam
rangka menjual hasil panennya dan ada kalanya untuk urusan
administrasi pemerintahan seperti urusan perkawinan, dan pengurusan
surat-surat yang berhubungan dengan kependudukan.

Perlu dikemukakan disini bahwa sarana transportasi di Negari
Mahat masih sangat minim dan menyedihkan, tidak saja sangat
kurangnya alat transportasi baik kenderaan bermotor maupun kende-
raan yang ditarik dengan tenaga binatang. Jaringan jalanpun masih

46



sangat kurang sekali, kecuali jaringan jalan untuk jalan setapak, antar
kampung dan jorong (desa). Justru karena itu Negari Mahat ini masih
dapat diklasifikasikan sebagai daerah terisolir atau relatif tertutup di-
bandingkan dengan kebanyakan negari di Propinsi Sumatera Barat.

Pada waktu penelitian ini berlangsung telah dirintis transportasi
dengan mempergunakan kenderaan bermotor roda empat yang
berukuran kecil. Hanya saja frekuensi kenderaan ini masih sangat jarang
yaitu paling banyak dua kali dalam satu hari, itupun tidak selalu atau
seluruhnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang tetapi sering
untuk mengangkut barang hasil pertanian yang akan dijual ke ibukota
kabupaten. Jaringan jalan yang dapat ditempuh dengan kenderaan
bermotor ini masih terbatas di ibukota kenegarian atau pusat pasar,
sedangkan antar kampung dan jorong masih mempergunakan jalan
setapak.

Sebagai ilustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat keadaan
badan jalan yang masih terdiri dari tanah dan dalam proses penkrekelan
serta jenis kenderaan yang beroperasi ke negeri ini. .

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan
di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar [1.8. Keadaan badan jalan dan Jenis kenderaan perintis yang
baru saja beroperasi ke Negari Mahat.
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Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan
di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar 11.9. Proyek Inpres No. 8 Tahun 1983 pengerasan jalan ju-
rusan Guntung-Mahat Kec. Suliki Gunung Mas yang
sudah selesai pekerjaannya pada akhir April 1983 yang
lalu.

Sehubungan dengan mobilitas penduduk ini untuk lapisan masya-
'rakat yang tergolong pemimpin dan pegawai negeri, mobilitas di luar
Negari Mahat lebih menonjol dari lapisan masyarakat petani dan rakyat
biasa, maksudnya adalah dari kelompok masyarakat ini relatif sering
melakukan perjalanan ke luar desa/negari untuk berbagai macam
urusan seperti, urusan kemasyarakatan, menghadiri rapat-rapat,

~ rekreasi dan untuk kepentingan keluarga.

Menurut informasi yang diperoleh dari anggota masyarakat kelom-
pok pemimpin dan pegawai negeri ini ternyata sekitar 70% diantara
mereka pernah melakukan perjalanan ke ibukota kecamatan, ibukota
kabupaten dan ibukota propinsi dalam setahun; malah ada diantaranya
yang pergi ke propinsi lain di Sumatera dan Jawa. Tujuan perjalanan
yang bersangkutan kebanyakan untuk urusan kekeluargaan dan
sebagian kecil untuk urusan rekreasi.

Perlu pula dilaporkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat
ini melakukan perjalanan ke luar desa sekurang-kurangnya sekali dalam
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sebulan dan sebagian lainnya melakukan perjalanan lebih dari dua kali
dalam sebulan. Berkenaan dengan kunjungan ke luar desa ini hampir
dari seluruh responden menyatakan : besar pengaruhnya terhadap
pemahaman dan peningkatan pengetahuan yang bersangkutan di bidang
pembangunan negara baik dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan,
kemasyarakatan dan keagamaan.

Umumnya para responden menyatakan timbulnya dorongan-do-
rongan untuk melakukan hal yang serupa di desa yang bersangkutan
dalam mengejar gerak langkah pembangunan di daerah-daerah maju
yang mereka kunjungi di dalam segala aspek kehidupan termasuk

tatacara dalam pertanian, kegotong-royongan dan kebersamaan.

Dalam hubungan ini diperoleh pula informasi bahwa perubahan-
perubahan yang mereka laksanakan di desa bersangkutan sesuai dengan
penghayatan yang diperoleh dalam perjalanan didukung oleh masya-
rakat setempat karena masyarakat Negari Mahat termasuk masyarakat
yang peka terhadap pembaharuan dan kemajuan-kemajuan mutakhir
dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam penerapan gagasan-gagasan
baru ini pelaksanaannya berlangsung secara bertahap, hati-hati dan
selektif.

Sehubungan dengan mobilitas masyarakat ke luar daerah pedesaan-
nya di Negari Suliki lebih banyak dan lebih sering masyarakat petani
atau masyarakat biasa melakukan perjalanan dari masyarakat Negari
Mahat seperti diuraikan di atas. Karena letak Negari Suliki pada jalur
jalan propinsi yang sering dilalui oleh kenderaan bermotor yang
beroperasi di sekitar daerah kabupaten dan daerah propinsi, maka
masyarakat Suliki pada umumnya lebih sering melakukan perjalanan
antar kota dan malah antar pulau terutama ke pulau Jawa.

Alasan masyarakat petani ini melakukan perjalanan sama saja
dengan masyarakat Mahat yaitu untuk urusan kekeluargaan, rekreasi
dan urusan-urusan individu lainnya. Di Desa Suliki ini masyarakat
relatif mudah memperoleh fasilitas kenderaan untuk bepergian kedaerah
manapun dibandingkan dengan masyarakat daerah Mahat yang pada
umumnya banyak melakukan jalan setapak.

Di samping itu dari kelompok masyarakat yang tergolong pemimpin
atau pegawai negeri, hampir sama persentasenya yang telah melakukan
perjalanan ke luar desa baik ke ibukota kecamatan, kabupaten, dan
propinsi maupun ke propinsi-propinsi lainnya di Sumatera. dan Jawa,
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hanya saja frekuensi melakukan perjalanan lebih sering masyarakat desa
Suliki dibandingkan dengan masyarakat desa Mahat.

Mengenai pengaruh yang diperoleh dalam perjalanan dikaitkan
dengan penerapannya di daerah pedesaan masing-masing lebih menon
jol di desa Suliki dibandingkan dengan di desa Mahat, karena tidak saja
disebabkan masyarakatnya sama-sama peka terhadap pembaharuan dan
pembangunan, tetapi di desa Suliki fasilitas pendukung untuk melaku-
kan pembaharuan dan penerapan kegiatan tersebut lebih banyak tersedia
seperti relatif cukup adanya dana dan tenaga terdidik serta fasilitas
komunikasi.

C. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA
1. Asal-usul

Di Indonesia desa yang kita kenal sekarang sudah dikenal sejak
zaman .Hindu. Perkembangan sejarah nasional yang dimulai dengan
kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah berlangsung berabad-abad
lamanya timbul dan lenyap dalam prosesnya masing-masing. Kekuasaan
politik yang meliputi sebagian atau seluruh wilayah Indonesia silih
berganti. Namun desa sebagai kesatuan pemerintahan yang terendah
tetap bertahan dan hidup terus, bahkan selama itu pula susunan peme-
rintahan pada umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

Apakah faktor-faktor yang ikut menunjang hal tersebut ? Diantara
faktor lain, faktor sejarah (historis) dan faktor tujuan (teleologis) dari
pemerintahan dan desa itu sendiri. Kedua faktor itulah yang memegang
peranan penting dan dominan dalam sejarah pedesaan di Indonesia serta
saling terikat dan terjalin.

.Sesuai dengan sejarah yang berunsurkan dua aspek, yaitu aspek
peristiwa dan sekaligus aspek latar belakangnya, dimana tujuan di -
proyeksikan, dikejar dan dilaksanakan, maka timbullah masalah yang
‘menyangkut desa, khususnya pemerintahan desa, dengan latar belakang
sejarah pedesaan yang demikian panjangnya(R. Soeparmo, 1977).

Untuk mengetanui sejarah pemerintahan desa itu secara menye-
luruh perlu ditelusuri asal-usul desa itu secara mendalam baik berupa
ceritera yang berestafet turun temurun maupun kepercayaan yang
sekarang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Dihubungkan
-dengan kedua desa yang menjadi obyek penilaian ini yaitu Desa/Negari
Suliki dan Desa/Negari Mahat di Kecamatan Suliki Gunung Mas,

50



Kabupaten 50 kota, maka asal-usul pemerintahan desa di kedua daerah
tidak terlepas dari asal-usul masyarakat yang mendiami kedua negari ini.
Sepanjang informasi yang diterima dari para informan kunci yang pada
umumnya adalah orang tua-tua di dalam desa, asal-usul negari Suliki
dan Mahat adalah seperti di bawah ini.

a. Negari Suliki

Dalam waktu yang tidak dapat dipastikan tetapi.jelas sebelum ma-
suknya pengaruh Islam ke daerah Sumatera Barat, sekelompok-
penduduk yang berasal dari daerah Tilatang Kamang di Kabupaten
Agam yang berbatasan dengan desa ini, datang dan mengadakan perla-
dangan di daerah yang dikenal dengan nama Suliki sekarang.

Daya tarik penduduk Tilatang Kamang ini untuk datang ke Suliki
yang terutama adalah disebabkan kesuburan tanah yang amat baik di
daerah ini yang terletak dikaki perbukitan, dilalui oleh sungai dan juga
mempunyai sumber-sumber air tanah yang sangat diperlukan -untuk
'pengairan lahan, pertanian. Karena hasil pertanian yang diharapkan
relatif cukup untuk menampung kebutuhan hidup, maka kelompok
masyarakat pendatang ini menjadi betah tinggal dan berkemb-ing biak di
daerah ini sampai sekarang.

b. Negari Mahat

Sama halnya dengan Desa Suliki masyarakat di Negari Mahat ini
juga berasal dari daerah lain pada mulnya yaitu dari Desa Mungka di Ke-
camatan Guguk yang berbatasan dengan Negari Mahat dan daerah lain-
nya di Sumatera Barat serta dari propinsi lain seperti Riau dan Aceh.
Pendatang dari daerah Timur umumnya berasal dari daerah Kampar di
Propinsi Riau. Kelompok ini datang melalui jaringan sungai Batang
Mahat dari daerah hilir. Sekarang keturunan mereka sebagian besar
termasuk kelompok Pesukuan Domo (clan). Gelar penghulu dari per-
sukuan Domo ini adalah Datuk Kampar yang sampai saat ini masih
ditemui di daerah ini. Penghulu pucuk dari persukuan Domo ini bergelar
Datuk Siri.

Dari arah Utara melalui Bukit Gadang di Kecamatan Bonjol Kabu-
paten Pasaman kelompok pendatangnya terhimpun di dalam persukuan
Melayu yang penghulunya bergelar Datuk Sati. Dari daerah Barat yaitu
dari Kabupaten Agam rombongan pendatang ini mengelompok dalam
persukuan Pitopang dengan penghulu bergelar‘Dntuk Manggung. Dari
arah Selatan pendatang berasal dari Kecamatan Guguk melalui Bukit
Pingai (Puncak Simun) yang sekarang ‘tergabung dalam persukuan
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Kampai dengan penghulu bergelar Datuk Marajo dan persukuan
Mandahiling dengan penghulu bergelar Datuk Majo Indo.

Di samping itu penduduk asli Mahat ini berasal dari Pagaruyung
kabupaten Tanah Datar dan Pariangan Padang Panjang. Kelompok ini
terhimpun dalam persukuan Piliang dengan gelar penghulu Datuk
Bandaro Kayo.

Dihubungkan dengan terdapatnya situs *'kelompok menhir’’ di desa
ini maka jelas Negari Mahat telah didiami sebelum datangnya pengaruh
Hindu ke Sumatera Barat. Kedatangan kelompok masyarakat ini adalah
juga untuk mencari daerah pertanian dan karena desa ini terletak di
bagian hulu ’Batang Mahat’’ yang cukup air dan subur serta disekitar
lembah yang dikelilingi perbukitan maka hasil pertanian yang diharap-
kan dapat memenuhi kebutuhan hidup para pendatang ini sehingga para
pendatang ini menetap terus menerus dan berkembang biak walaupun

- pada mulanya hanya dimaksudkan sebagai daerah peladangan bagi
masyarakat Negari Mungka.

Kembali kepada asal ysul pemerintahan desa di kedua daerah ini,
sepanjang penemuan tim peneliti polanya, hampir sama yaitu kelompok
masyarakat itu hidup dan berdiam di dalam ruang lingkup daerah yang
pada mulanya disebut ’’faratak’’, kemudian berkembang menjadi
“dusun’’, "’koto’’ dan terakhir menjadi ’nagari’’. Pola perkembangan
masyarakat ini kelihatannya sama dengan perkembangan negari/desa di
sebagian besar daerah Propinsi Sumatera Barat lainnya.

Hidup dalam daerah yang dinamakan taratak adalah daerah tempat
berladang secara bersama-sama. Bagian tanah yang dikerjakan masing-
masing anggota kelompok adalah merupakan milik anggota kelompok
tersebut. Rumah tempat tinggal biasanya disebut ’’dangau’’ atau
bangunan darurat yang mempunyai empat buah tiang dan di dalamnya
terdapat suatu ruangan. Biasanya di taratak ini belum mempunyai surau
atau mushalla dan begitu juga ’rumah bergonjong’’ (rumah gadang).
Segala kegiatan sosial pada mulanya direncanakan di kampung asal atau
pusat negari.

Untuk mengurus atau memimpin kelompok masyarakat di taratak
ini diangkat seorang atau beberapa orang diantara peladang tersebut
yang disebut ’’fuo taratgk’’-yang harus mendapat persetujuan dari
penghulu dari kampung asal. Dengan demikian berarti bahwa kehidupan
masyarakat asli Negari Suliki dan Mahat ini pada mulanya tidak terlepas
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dari norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari
kampung asal.

Sesuai dengan perkembangan alam dan bertambahnya jumiah
penduduk di taratak ini akibat perkawinan antara masyarakat
-pendatang dan masyarakat dari desa lain maka jumlah clan atau suku di
taratak ini menjadi bertambah. Justru karena itu maka taratak
berkembang menjadi dusun, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan
harta warisan, perkawinan dan upacara adat masih terikat dengan
“’penghulu’’ di kampung asal. Karena pengaruh Islam maka di dusun ini
telah dapat didirikan surau atau mushalla tetapi belum boleh mendirikan
mesjid dan pimpinan dusun disebut *’fuo dusun’’.

Mengikuti perkembangan masyarakat selanjutnya dusun ini
menjadi -koto karena telah terdapat lebih dari dua suku atau
sekurangnya tiga suku. Kaum atau suku ini telah dibolehkan untuk
mengangkat pemimpinnya yang diberi gelar datuk yaitu “’penghulu
andiko’’ atau penghulu kaum yang merupakan wakil dari penghulu suku
tertua di kampung asal. Di daerah yang dinamakan koto ini telah dapat
didirikan "’balai adat’’ dan telah mempunyai '’fepian’’ (tempat mandi),
-"’pandam’’(tempat perbukuran) dari masing-masing kaum dan suku.

Dengan adanya balai adat tersebut maka segala sesuatu kegiatan
dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat koto telah dapat lang-
sung diselesaikan oleh penghulu-penghulu yang bersangkutan. Jika
penghulu- penghulu dimaksud gagal mencari penyelesaian, maka dimin-
takan bantuan dan ikut campur penghulu di kampung asal.

Karena masyarakat semakin berkembang dan jumlah siku semakin
banyak atau sekurang-kurangnya empat suku yang bukan sekerabat atau
se-clan dan masing-masing suku telah pula mempunyai ’’fanah ulayat’’
maka koto berubah menjadi *’nagari’’. Setelah masuknya Islam ciri-ciri
adanya nagari tersebut adalah terdapatnya mesjid atau tempat ibadah.

Karena Negari/ Desa Suliki dan Negari Mahat berada dalam wilayah
Minangkabau, maka sistem pemerintahan. negari/desa mengikuti salah
satu dari dua pola pemerintahan. Negari menurut adat Minangkabau
yaitu sistem adat '’ Bodi-Caniago dan sistem adat Koto-Piliang. Salah
satu pola pemerintahan yang diterapkan di kedua desa tersebut adalah
pemerintahan negari yang disusun berdasarkan sistem adat Koto Piliang.

Sistem adat Koto Piliang agak bersifat aristokratis yang berjén_jang
naik bertangga turun. Penghulu andiko dari suatu suku memerintah atas
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sukunya dan penghulu andiko ini dipimpin oleh penghulu suku.
Penghulu suku yang disebut Keempat Suku dipimpin oleh Penghulu
Pucuk yang melaksanakan pemerintahan negari bersama-sama dengan
penghulu-penghulu andiko. Kepala-kepala suku atau penghulu suku
dibantu oleh : ’Manti’’ untuk wurusan pemerintahan umum,
“Dubalang’’ untuk urusan keamanan dan ’Malin’’ untuk urusan
agama. Kepala suku bersama dengan tiga pembantunya tersebut disebut
“'urang ampek jinih’’.

Pelaksanaan demokrasi atau pemerintahan desa dijalankan oleh
lﬁerépatan Adat Negari. Anggota-anggota Kerapatan Adat Negari ini
adalah penghulu-penghulu. Pada sistem Koto Piliang ini ’’kepala
paruik’’, ’’kepala kaum’’ dan ’keempat suku’’ dipimpin oleh *’peng-
*hulu pucuk’’. Rapat adat melakukan musyawarah .untuk -mencari
kata mufakat. Dalam keadaan tidak dapat mengambil keputusan karena
ada anggota yang tidak setuju, maka penghulu pucuk dapat memberi
keputusan sebab kedudukannyua adalah ’’biang nan mambuek,
gantieng nan mamutuih’’ atau menembus yang hampir tembus dan
memutus yang gernting atau yang hampir putus.

Sebagai bahan informasi perlu kiranya dikemukakan sistem adat
Bodi Caniago yang bersifat demokratis artinya penghulu-penghulu
andiko semuanya sederajat, duduk sama rendah-tegak sama tinggi.
Penghulu tersebut melaksanakan pemerintahan negari atas kedudukan
yang sama. Dewan dari penghulu-penghulu itu disebut Kerapatan Negari
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negari. Suku-
suku berdiri sendiri secara berdampigan satu sama lain.

Demikianlah asal usul pemerintahan desa di kedua negari ini yang
pada prinsipnya melaksanakan sistem pemerintahan menurut adat Mi-
nangkabau di negeri asalnya, walaupun sebelumnya ada yang menganut
sistem adat Bodi Caniago tetapi sesuai dengan perkembangan daerah:
dan masyarakat di kedua negari ini rupanya sistem adat Koto Piliang'
lebih dominan mengatur pemerintahari desa-di negari ini.

2. Periode Penjajahan Belanda

Pemerintahan desa pada zaman penjajahan Belanda pada
umumnya tidak banyak dicampuri dengan peraturan-peraturan khusus,
tidak saja di Negari Suliki dan Mahat tetapi juga di desa-desa atau negari
lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Ini terbukti dengan tindakan

" Belanda sendiri dalam mengatur pemerintahan desa, baru disusun dalam
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tahun 1938 dengan dikeluarkan Staatsblad Hinda Belanda Nomor 490
tentang ketentuan-ketentuan umum tentang cara mengatur dan menye-
lenggarakan urusan rumah tangga negari-negari di tanah seberang atau
Inlands Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten (IGOB). Jelas
disini pengaturan tentang negari-negari tersebut baru dilaksanakan pada
tahun 1938 walaupun diketahui penjajahan Belanda khususnya di
Propinsi Sumatera Barat sejak lama lampau.

Sebelum tahun 1938 ini memang telah dikeluarkan ordonnantie
tanggal 27 September 1918 (STBL No. 677) yang menetapkan ketentuan-
ketentuan tentang cara mengatur urusan rumah tangga negeri-negeri di
Sumatera Barat. Sepanjang informasi yang diterima kedua ordonnantie
ini tidak merubah atau merombak sistem pemerintahan negari menurut
adat Minangkabau yang telah berlaku sejak lama di daerah ini.

Pemerintahan Hindia Belanda setelah memperhatikan adanya kesa-
tuan-kesatuan masyarakat hukum yang diatur dengan hukum adat
setempat, memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan politik
penjajahannya. Pemerintah Hindia Belanda berpendirian bahwa rakyat
Hindia Belanda lebih mudah diperintah dengan perantaraan kepala-
kepala atau pemimpinnya sendiri, sedangkan pemerintah hanya
memerintah pemimpin-pemimpin tersebut saja. Dengan demikian dapat
isimpulkan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mengerahkan dan
...embiarkan urusan pemerintahan terendah itu kepada kesatuan anak
negari bersangkutan.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa dalam fasal 1 ayat 2
IGOB dinyatakan antara lain sebagai berikut :

>*Susunan dan hak kekuasaan negeri dan susunan badan pemerintah
negari dan susunan dari alat-alat negari lainnya terkecuali sebagaimana
termaktub dalam fasal 8 sedapat-dapatnya dibiarkan diatur menurut
adat’’.

Dalam ayat 3 fasal ini juga disebutkan bahwa:

"’Dengan tidak mengurangi kekuasaan adat untuk menuntutnya
Kepala Negari bertanggung jawab tentang lancarnya jalan urusan ke
Residen dan kepada Pegawai Pamong yang dalam hal ini mewakili Resi-
den.

Dikaitkan dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda di
Propinsi Sumatera Barat, pemerintahan desa/negari yang merupakan
-organisasi yang terendah dalam pemerintahan untuk urusan-urusan
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selanjutnya tunduk kepada sistem pemerintahan Belanda yang setingkat
lebih atas yaitu Onder Disterik yang dipimpin oleh seorang Assisten
Demang. Selanjutnya secara vertikal Onder Disterik bertanggung jawab
kepada Disterik, yang dipimpin oleh seorang Demang yang juga ber-
tanggung jawab kepada OnderAfdelling yang dipimpin oleh seorang
Controleur, sedangkan ditingkat kabupaten dinamakan afdeling yang
dipimpin oleh seorang Assisten Residen yang dinamakan Tuan Luhak.

Patut ditambahkan bahwa Negari Suliki dan Mahat ini berada
dalam wilayah pemerintahan Onder Disterik Suliki Gunung Mas dalam
lingkungan Disterik Suliki yang juga mencakup Onder Disterik Guguk.
Di tingkat kabupaten (50 Kota) terdapat sistem pemerintahan setingkat
di atas Disterik bernama Onder Afdeling, dan selanjutnya Afdeling
sebagai pimpinan tertinggi di kawasan 50 Kota di masa penjajahan Hidia
Belanda ini. '

Memperhatikan susunan struktur pemerintahan Hindia Belanda ini
jelas pemerintahan desa yang bersifat otonom di tingkat bawah ini
hanyalah sebagai alat saja bagi penjajah dengan menyesuaikan sistem
pemerintahan menurut ketentuan adat yang telah berurat berakar dan
mantap jalannya di daerah Minangkabau sejak zaman dahulu kala.

3. Periode Penjajahan Jepang

Tidak berbeda dengan sistem pemerintahan pada waktu penjajahan
Belanda pada zaman Jepang ini sistem pemerintahan desa di Negari
Suliki dan Mahat serta desa lainnya di Sumatera Barat tetap mempe-
domani ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam IGOB Stabl 1938
No. 490. Maksudnya adalah sistem pemerintahan negari sebagai unit
pemerintahan terendah disusun menurut sistem adat Minangkabau baik
berdasarkan sistem adat Bodi Caniago maupun menurut sistem adat
Koto Piliang, artinya pemerintahan negari dipimpin oleh pemimpin-pe-
mimpin masyarakat yang pada umumnya terdiri dari penghulu-penghulu
suku.

Ketentuan pengaturan pemerintahan desa/ negari dengan mempedo-
mani IGOB Stbl. 1983 No. 490 tersebut diatur dalam Maklumat Isti-
mewa Pemerintahan Jepang No. 1/1942. Namun demikian untuk kepen-
tingan pemerintah balatentara Jepang di negari atau desa ini dibentuk
badan-badan khusus yang bertugas menghimpun bahan-bahan
makanan, fasilitas dan juga tenaga-tenaga untuk kepentingan peme-
rintahan Jepang.

56 -



Dalam pemerintahan desa pada waktu- penjajahan Belanda dan
Jepang perlu pula dicatat bahwa oknum pejabat Kepala Desa/ Negari
pada waktu itu memang sebagian besar terdiri dari penghulu tetapi
mereka ini pada umumnya orang-orang yang dapat dijadikan kaki
tangan penjajah, sehingga pada zaman peralihan pemerintahan jajahan
ini tidak sedikit timbul ekses-ekses atau rasa ketidak puasan dari
kalangan masyarakat malah sebagian desa/negari lainnya di Sumatera
Barat terjadi bentrokan fisik antara rakyat dengan oknum pejabat
pemerintah negari tersebut.

4. Zaman Kemerdekaan

Sama halnya dengan desa-desa lainnya di Indonesia Desa/ Negari
Mahat dan Suliki sesudah kemerdekaan merasakan ketentuan yang
tercantum dalam IGOB Stbl. 1938 No. 490 tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan masyarakat dan tuntutan masyarakat. Justru karena itu
ketentuan-ketentuan IGOB tersebut tidak lagi digunakan yang tentu saja
mengikuti kebijaksanaan pemerintah daerah Sumatera Barat, yang
berarti mengikuti perkembangan sistem pemerintahan negari di propinsi
ini.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan masyarakat
di segala bidang maka bidang pemerintahan desa ini telah diatur secara
silih berganti sejak tahun 1946 sampai dengan saat ini. Sedikitnya telah
ditetapkan 15 peraturan dan ketentuan yang mengatur pemerintahan
desa di Propinsi Sumatera Barat umumnya dan di Kenegarian Suliki
serta Mahat pada khususnya mulai dari permulaan kemerdekaan sampai
sekarang ini.

Sehubungan dengan sejarah pemerintahan desa ini khususnya yang
berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Negari Suliki dan
Mahat (unit pemerintahan terendah sebelum berlakunya UU No.
5/1979) pada waktu penelitian ini berlangsung belum diterapkan
seluruhnya atau masih dalam taraf transisi dalam arti Desa dan Dusun
telah terbentuk tetapi Kepala Desa, dan Kepala Dusun belum dipilih
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemangku jabatan Kepala Desa saat ini adalah sebagian ditetapkan
dari Kepala Jorong (gaya lama) dimana jorong ditetapkan sebagai Desa
menurut UU No. 5 tahun 1979 dan sebagian lainnya ditunjuk oleh
pimpinan daerah setempat (Camat). Jumlah Desa di Negari Suliki,
adalah sebanyak delapan buah dan di Negari Mahat sebanyak 10 buah.
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STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA
(UU No. 5/1979)

Lembaga Musya-
Kepala Desa warah Desa

Kepala

Urusan

Kepala Sekretaris.

Urusan Desa

Kepala

Urusan

L L L L 1 L rﬂ=1

Kepala : Kepala Kepala w Kepala 11
Dusun Dusun H Dusun Dusun

Masyarakat

Seiring dengan desa ini para Kepala Dusun yang berjumlah 17 orang
di Kenegarian Suliki dan sebanyak 24 orang di Kenegarian Mahat telah
diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 50
Kota sesuai dengan maksud fasal 16 Undang-Undang Republik Indo
"nesia Nomor 5 tahun 1979. '

D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Seperti sudah disinggung pada bagian terdahulu kedua Desa yang
menjadi obyek ‘penelitian asal usul penduduknya adalah sebagian besar
datang dari daerah-daerah lainnya di Ranah Minangkabau yang dalam
sistem sosialnya berpegang pada sistem adat yang berlaku di daerah ini
yaitu sistem adat! Bodi Caniago dan Koto Piliang yang penerapannya
sehari-hari tidak dapat dipisahkan secara tajam karena kedua sistem ini
saling isi mengisi dan tertumpu kepada adanya hikmah musyawarah dan
mufakat.

Kenyataannya sampai sekarang sepanjang informasi yang dikum-
pulkan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di kedua desa ini
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hampir seluruhnya adalah suku bangsa Minangkabau. Memang diakui
terdapat suku bangsa Jawa, tetap: adalah merupakan penduduk penda-

tang sebagai pegawai negeri atau pedagang yang sewaktu-waktu mudah
berpindah ke desa lain.

Selain daripada itu sebagaimana halnya masyarakat Minangkabau
penduduk kedua desa ini menganut agama Islam dan merupakan
pemeluk-pemeluk agama Islam yang taat. Dalam tata pergaulan sehari-
hari anggota masyarakat di kedua desa ini terkait dengan pedoman
hidup masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan ungkapan "’Adat
basandi syarak, syarak basandi kitabullah’’ atau adat bersendi syarak,
syarak bersendi kitabullah, artinya kedua aturan hidup tersebut kait
berkait yang dijadikan arah pegangan hidup sehari-hari yang tentu saja
tidak terlepas dari falsafah Pancasila.

Sudah disinggung dimuka bahwa menurut adat Minangkabau harta
warisan atau pusaka turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu
atau matrilineal. Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya
dalam masyarakat Negari Suliki dan Mahat terdapat kepala-kepala adat
yang disebut penghulu sebagai pimpinan dari suatu kelompok keluarga
yang disebut suku atau kaum (clan). Kelompok kepala adat ini
dinamakan ninik mamak dan bertugas sebagai pemimpin untuk
membimbing atau menyelesaikan masalah kekerabatan sepanjang adat
atau menurut kebiasaan yang berlaku.

Perlu pula dikemukakan bahwa kedua negari yang diteliti ini walau-
pun berada dalam lingkungan adat Minangkabau tetapi berbedanya ti-
pologi dan topografi daerah, maka dalam penelitian ini ditemui sedikit
perbedaan dari sebagian unsur kebudayaan hidup di daerah ini seperti
sistem pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, kesenian,
religi, dan pengetahuan yang secara terperinci akan dibahas di bawah
ini.

1. Kolektive dan Elite-Elite Desa

Dalam kolektiva dan elite-elite desa ini terdapat sedikit perbedaan
antara Negari Suliki dengan Negari Mahat. Di Negari Suliki kolektiva
desa ini lebih menonjol dikuasai oleh golongan-golongan cendekiawan
(cerdik pandai) dan alim ulama.

Sebagai implikasinya elite-elite desa di negari ini juga terdiri dari
pemimpin-pemimpin ‘kelompok ini. Hal ini disebabkan karena secara
umum latar belakang pendidikan dan para pejabat pemerintahan
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termasuk guru-guru lebih banyak terdapat di Negari Suliki dibandingkan
dengan Negeri Mahat. Pendidikan disini dimaksudkan tidak saja
pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama, yang tamatannya
relatif banyak menjadi pemimpin agama atau alim ulama.

Di Negari Mahat kolektiva dan elite-elite desa ini lebih menonjol
dari golongan ninik mamak dan alim ulama dibandingkan dengan
golongan cendekiawan atau cerdik pandai. Pengaruh ninik-mamak dan
alim ulama sangat terasa di daerah ini dan para pemimpin kedua
kelompok yang merupakan elite desa merupakan potensi dalam meng-
gerakkan usaha-usaha pembangunan dan kemasyarakatan di negari ini.,

Selain dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, yang
merupakan kolektiva dan elite-elite di kedua negari ini, memang juga
dijumpai elite desa tersebut dari unsur anggota masyarakat yang kaya
tetapi pengaruhnya tidak banyak di kedua negari ini. Hal ini disebabkan
karena tingkat kehidupan masyarakat tidak jauh berbeda satu dengan
lainnya, sehingga tidak ada ketergantungan yang hakiki antara
kelompok masyarakat biasa dengan unsur orang kaya di daerah ini.

2. Stratifikasi Sosial

Sedikitnya lima indikator yang menimbulkan pelapisan atau stra-
tifikasi sosial di kedua desa yang diteliti ini. /ndikator tersebut adalah
dari segi asal-usul penduduk, latar belakang pendidikan, pemi-
likan kekayaan, faktor jenis kelamin dalam hubungannya dengan
sistem warisan dan faktor generasi yang secara garis besarnya terdiri dari
generasi muda dan generasi tua.

Dari sudut asal usul penduduk stratifikasi sosial itu timbul dan ber-
kembang karena adanya penduduk asli dan penduduk pendatang. Pada
umumnya penduduk asli merasa lebih tinggi martabatnya dibandingkan
dengan penduduk pendatang karena menurut adat Minangkabau, jika
ada penduduk pendatang yang mau bertempat tinggal di suatu daerah
harus terlebih dahulu mengisi adat artinya ’cupak diisi lembaga
dituang’’ maksudnya memenuhi sutu kewajiban kepada penghulu yang
ditepatinya yang biasanya adalah yang sama sukunya dengan penghulu
asli di daerah tepatan tersebut.

Tata cara mengisi adat ini disebut dengan hinggok mancakam
tabang manumpu atau hinggap mencekam, terbang menumpu. Ibarat
burung hinggap didahan ia mencekamkan kakinya dan jika hendak
terbang kakinya bertumpu kedahan kayu itu, Jika seorang Minang
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meninggalkan negarinya ia pamit kepada penghulu dan melapor kepada
penghulu di negeri tepatannya.

Jika seorang penduduk pendatang ingin menetap di suatu negari
syarat mengisi adatnya adalah membawa sirih dalam carano (sirih dalam
cerana) dalam memajukan permintaannya. Permintaan itu baru
dikabulkan apabila telah mendapat persetujuan dari warga suku yang
dipimpin oleh penghulu tersebut.

Orang yang menetap dalam suatu negari tanpa melalui prosedur
adat ia dianggap sebagai orang dagang yang diperlakukan sebagai orang
luar yang tak jelas asal usulnya. Dengan demikian penduduk asli disebut
urang asa (orang asal) dan penduduk pendatang disebut urang datang.
Penduduk asli adalah orang yang pertama kali membuka negari atau
datang kenegari itu, sedangkan penduduk pendatang adalah mereka
yang mengaku bermamak kepada penghulu pendatang pertama tadi.

Jika diteliti pelapisan sosial dari sudut asal usul ini di Negari Suliki
dan Negari Mahat ternyata penduduk pendatang di Negari Suliki lebih
banyak jumlahnya dari penduduk pendatang di Negari Mahat. Walau-
pun relatif banyak penduduk pendatang di Negari Suliki dalam tata
pergaulan hidup sehari-hari tidaklah terdapat perbedaan yang berarti
tentang derajat kedua kelompok pelapisan sosial ini, karena pendatang
yang telah mengisi adat yang terkenal dengan istilah adat diisi lembaga
dituang akan disamakan kedudukannya dengan penduduk asli sehingga
tidak terdapat hambatan-hambatan dalam interaksi sosial di daerah ber-
sangkutan. Jadi jelas bahwa pelapisan sosial dimaksud tidak begitu
kentara karena perbedaan asal usul itu.

Unsur kedua yang menimbulkan pelapisan sosial ini adalah ber-
bedanya latar belakang pendidikan anggota masyarakat yang bersang-
kutan. Biasanya masyarakat dari golongan terdidik dalam kehidupan
sehari-hari kelihatan bersih dan rapi serta mempunyai pola-pola hidup
yang sudah teratur dan pola tindakan yang sistematis. Dipihak lain
didasarkan atas kenyataan yang nyata prikehidupan anggota masyarakat
yang relatif rendah pendidikannya kenyataan yang dilihat kebalikannya
dari kelompok terdidik ini.

Patut dicatat bahwa penduduk pendatang kebanyakan berhasil
dalam bidang pendidikan ini sehingga orang-orang terdidik dikedua desa
ini menjadi tempat bertanya atau sebagai sumber informasi bagi
sebagian warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini
menimbulkan peningkatan derajat penduduk pendatang tersebut
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sedangkan penduduk asli kelihatannya terlena dengan strata yang telah
diperolehnya pada masa lalu.

Unsur penentu pelapisan sosial lain di Negari Suliki dan Mahat
adalah kenyataan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok warga.
Di Suliki kekayaan tersebut berakumulasi dari dua sektor yaitu sektor
perdagangan dan sektor pertanian yang berhasil’: sedangkan di Negari’
Mabhat relatif kekayaan itu ditentukan oleh sektor yang disebut terakhir
yaitu sektor pertanian.

Atribut dari pelapisan sosial yang didasarkan pada asal usul
penduduk adalah keaslian dan gelar kepenghuluannya dengan anggota
seluruh keluarga batih dan keluiarga luas, sedangkan atribut dari
pelapisan sosial yang didasarkan atas pendidikan adalah gelar yang
diperoleh yang bersangkutan seperti sarjana, sarjana muda, dan
sebagainya, ataupun atribut dari pelapisan sosial karena unsur kekayaan
adalah kekayaan itu sendiri, dengan anggotanya sama untuk semua
pelapisan sosial yang disebutkan terdahulu yakni semua anggota
keluarga baik dari unsur keturunan ibu maupun dari unsur keturunan
bapak.

Pelapisan sosial lainnya yang ada di daerah ini adalah karena faktor
biologis yang dikaitkan dengan sistem warisan. Sudah dimaklumi bahwa
adat Minangkabau yang menganut sistem Matnlmeal dan mendasarkan
harta warisan berdasarkan garis keturunan ibu secara idealnya tampuk
kekuasaan berada pada kaum wanita yang terkenal dengan istilah
Bundo Kanduang. Dalam kehidupan sehari-hari memang aturannya
demikian tetapi dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi dan dikelola
oleh saudara laki-laki dari pihak ibu yang terkenal dengan mamak
kepala waris.

Terakhir menurut kenyataan yang ditemui tigak saja di Negari Suli-
ki dan Mabhat tetapi juga di daerah-daerah lainnya pelapisan sosial itu
ditandai oleh adanya kelompok generasi di dalam masyarakat yang pada
umumnya terdiri dri generasi muda dan generasi pendahulu. Ang-gota
dari kedua generasi ini pada umumnya disesuaikan dengan umur
anggota yang bersangkutan yang secara tajam kehhatannya“berbalas
pada umur 40 tahun. Pembeda lain yang memberikan ciri-ciri kepada
keduakelompok generasi ini adalah dari segi pola kegiatan sehari-hari
dimana terlihat lapisan generasi muda selain sama-sama sibuk dalam
kegiatan mata pencaharian dengan kegiatan generasi tua. Kelompok
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generasi muda ini lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan keolahra-
gaan dan kesenian walaupun tidak berlaku secara umum.

Walaupun cukup banyak pelapisan sosial yang ditemui dikedua
negari/desa ini namun dalam pergaulan sehari-hari hakekat pelapisan
tersebut tidaklah terdapat jurang pemisah antara lapisan yang ada
karena pengaruh-pengaruh agama dan adat yang sangat menentukan
pola hidup orang Minangkabau mengajarkan tentang kesamaan derajat
dan kedudukan insan atau makhluk di atas- dunia ini. Hal ini lebih
meresap lagi dengan telah semakin tersebar luasnya nilai-nilai luhur
Pancasila di kalangan masyarakat berkat usaha-usaha penyebarluasan
P4 yang dilakukan selama ini.

3. Sistem Kekerabatan

Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya masyarakat
Suliki dan Mahat, sistem kekerabatannya sangat ditentukan oleh sistem
kekeluargaan Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal
yaitu kekeluargaan itu diatur berdasarkan garis keturunan ibu.
Seseorang termasuk keluarga ibu dan bukan keluarga ayah.

Kesatuan keluarga yang terkecil dalam masyarakat Minangkabau
adalah paruik (perut) yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu.
Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau (termasuk daerah Suliki dan
Mabhat) adalah merupakan anggota keluarga lain dari keluarga istri dan
anak-anaknya, begitu juga dengan seorang anak dari seorang laki-laki
akan termasuk keluarga lain dari keluarga ayahnya.

Didasarkan atas konsep kekeluargaan yang demikian maka konsep
keluarga batih menjadi kabur dalam sistem kekeluargaan Minangkabau.
Keluarga batih tidak merupakan kesatuan keluarga yang mutlak,
walaupun tidak dapat dimungkiri, bahwa keluarga batih memegang
peranan penting dalam pendidikan dan masa depan anak-anak dan tidak
‘hanya berfungsi mengembangkan keturunan. Dengan demikian struktur
keluarga batih di kedua desa ini pada khususnya atau di Minangkabau
pada umumnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan keluarga lain
dan mempunyai hak kewajiban serta peranan yang jelas pada keluarga
lain tersebut. Peranan dan fungsi ayah adalah juga sebagai mamak dari
kemenakannya (anak dari Saudara-saudara perempuannya).

Dikaitkan dengan konsep keluarga luas di daerah ini terdapat satu
kesatuan yang dinamakan kaqum yang memisahkan paruik dengan suku
sebagai kesatuan kekerabatan. Kaum merupakan suatu sistem kekera-
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batan yang sesuku dan bertali darah biasanya terdiri dari beberapa

paruik. Kaum dan paruik istri merupakan satu kesatuan yang bersifat

geneologis. Masalah-masalah kaum diurus oleh ninik mamak kaum yang
bersangkutan yaitu seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu. Mamak
atau Saudara laki-laki ibu jumlahnya sering lebih dari satu orang. Fungsi

mamak ini antara lain adalah mengurus kepentingan kaum seperti

pemanfaatan harta milik kaum untuk kepentingan para anggota kaum

‘atau paruik yang bersangkutan. Apabila sebuah paruik dan kaum

anggota-anggotanya telah berkembang lebih banyak maka akhirnya

dijumpai lingkungan kesatuan-kesatuan baru yang anggotanya diikat

oleh pertalian darah menurut garis ibu dan ada kalanya tidak segaris

keturunan. Lingkungan ini dinamakan suku. Suku tidak terbatas pada

satu daerah tertentu artinya dimana saja anggota-anggota suku itu

berada, yang bersangkutan tetap merupakan anggota sukunya dan

segala sesuatu di bawah kekuasaan mamak dan penghulunya.

Suku berfungsi dalam pembentukan negari. Biasanya negari ter-
bentuk apablla telah ada empat buah suku di dalamnya. Di samping itu
suku juga berfungsn dalam sistem perkawinan yakni kawin dalam suku
yang sama tidak dibolehkar di kedua negari atau desa ini, dan begitu
juga halnya di daerah-daerah Minangkabau-lainnya.

4. Sistem Ekonomi

Perbedaan pokok tentang sistem ekonomi masyarakat Negari Suliki
dengan masyarakat Negari Mahat adalah tentang ketergantungan
ekonomi masyarakat terhadap sektor-sektor lapangan hidup yang ada di
kedua desa ini. Pada umumnya di Negari Suliki sektor lapangan hidup
atau lapangan pekerjaan relatif lebih banyak jenis dan ragamnya
dibandingkan dengan Negari Mahat. Artinya penghidupan masyarakat
tidak tertumpu pada satu atau beberapa sektor saja malahan dapat
beralih pada sektor lain sebagai substitusi sumber mata pencaharian.

Dikatakan demikian karena masyarakat Negari Suliki sumber mata
pencahariannya tidak saja di bidang pertanian walaupun sektor ini lebih
besar jumlahnya dari sektor lainnya; tetapi juga damﬁ berusaha dalam
lapangan pekerjaan lain seperti usaha-usaha I(erajman yaitu pembuatan
karung dan kantong dari mensiang, pembuatan bafu asahan untuk
senjata tajam, berdagang, buruh pasar, beternak, bekerja di bidang
angkutan, perbengkelan sepeda, dan kenderaan bermotor, bertukang,
dan industri bahan makanan karena pemasarannya cukup banyak
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tersedia sebagai daerah pusat pasar Mingguan dalam Kecamatan Suliki
Gunung Mas,

Lain halnya dengan masyarakat Negari Mahat dimana sebagian
besar penduduk ( £ 90%) hidup di bidang pertanian yang sangat tergan-
tung kepada flukiuasi harga dan pemasaran hasil-hasil tani dimaksud,
terutama beras, kopi, kelapa, cengkeh, gambir dan sebagainya. Bidang-
bidang usaha lain sebagai pengganti kegiatan utama di bidang pertanian
ini, sangat sedikit kesempatan yang tersedia. Jenis pekerjaan lain dari
masyarakat adalah beternak, berdagang secara kecil-kecilan, kerajinan
anyaman tikar, bertukang, sedangkan usaha di bidang jasa angkutan
boleh dikatakan belum berarti sama sekali dalam penyerapan tenaga
kerja karena pengangkutan dengan mempergunakan kenderaan
bermotor masih belum memadai disebabkan desa ini baru merupakan
daerah rintisan sejak beberapa bulan terakhir dengan kondisi jalan
yang sangat terbatas baik jumlah maupun mutunya. Pengangkutan
dengan mempergunakan kuda beban yang masih dipakai pada saat ini
hanya sedikit sekali dapat menyerap tenaga kerja karena seekor kuda
beban hanya memerlukan seorang pemandu. Sebagai illustrasi dapat
dilihat dalam gambar di bawah ini.

. S _
Sumber . Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar 11.10. Salah satu alat utama sarana transportasi masyarakat
Negari Mahat.

65



Usaha anyaman tikar walaupun bahan mentah dan ketrampilan
masyarakat cukup tersedia di negari ini tetapi karena pemasarannya
yang cenderung semakin sukar akhir-akhir ini karena adanya persaingan
tikar plastik yang lebih modern dan murah maka penggantian lapangan
usaha kearah ini bagi masyarakat Mahat belum dapat diandalkan.

Jenis dan bentuk hasil kerajinan anyaman tikar dimaksud dapat .
dilihat dalam gambar 11.11 dan 12 berikut ini.

- p ™
4 .

na:

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.11. Beberapa jenis hasil kerajinan anyaman tikar masya-

| rakat Negari Mahat.

W

Foto . Dokimentasi Tim Penelitian 745pek ' Kepemipinanl
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Suber

Gambar [1.12. Peragaan sebagian jenis dan ukuran hasil kerajinan
anyaman likar masyarakat Negari Mahat.
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Di samping hasil-hasil produksi dari kedua negari ini sebagaimana
dikemukakan di atas sistem pasarpun berbeda satu sama lain. Di Negari
Suliki pasar mingguannya adalah bertype *’Pasar B’’ yaitu merupakan
"*Pasar Serikat’’ yang dimiliki oleh tiga kenegarian yakni Negari Suliki,
Negari Kurai dan Negari Pandam Gadang, Adapun pasar Mahat hanya
merupakan ''Pasar A’ yaitu pasar milik Negari Mahat saja. Demgan
demikian jelas ruang lingkup dan peranan Pasar B Suliki lebih menonjol
dari Pasar A Mahat.

Dalam bidang perkoperasian dan pengkreditan kedua desa ini mem-
punyai sistem yang hampir bersamaan yaitu terdapat Koperasi Unit Desa
(KUD) dan Lumbung Pitih Negari (LPN). Hanya saja pengelolaan dan
kegiatan Lumbung Pitih Negari di Mahat kualitasnya relatif lebih
rendah dari yang terdapat di Negari Suliki, sedangkan KUD-nya sama-
sama berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kondisi daerah.

Perlu dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan Lumbung
Pitih Negari (LPN) adalah suatu lembaga pengkreditan yang merupakan
'suatu koperasi bersifat simpan pinjam yang beranggotakan warga desa
yang - bersangkutan. Lumbung pitih negari ini digerakkan oleh
Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan suatu Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Propinsi Sumatera Barat No.
015/ GSB/ 1968 tanggal 18 Maret 1968, dan No. 43/ GSB/ 1974 tanggal 30
iMaret 1974 serta No. 144/ GSB/1975. Asas dari Lumbung Pitih Negari
.ini adalah ekonomi kekeluargaan dan pembangunan Tujuannya adalah
‘untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak
negari untuk ikut serta secara aktif dalam bidang pembangunan.

5. Sistem Teknologi”

Pada umumnya sistem teknologi yang berlaku di kedua desa/ negari
yang menjadi obyek penelitian ini tidaklah berbeda secara berarti.
.Maksudnya adalah hampir pada setiap bidang kehidupan dan lapangan
'kerja teknologi yang digunakan tidak begitu berbeda satu sama lain. Di
bidang pertanian faktor tepaga kerja masih mengandalkan kepada
tenaga manusia dan binatang. Penggunaan pupuk buatan dan pupuk
kandang (tradisional) hampir sama jumlah dan tingkat penggunaan oleh
masyarakat tani kedua daerah.

Dalam hal teknologi industri dan kerajinan terdapat sedikit per-
‘bedaan karena untuk beberapa usaha tertentu yang memerlukan energi;
keadaannya lebih agak maju di Negari Suliki,diﬁaﬁdingkan dengan
Negari Mahat. Di Suliki sebagian pabrik bahan makanan telah mem-
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pergunakan sumber energi dari tenaga listrik, sedangkan di Negari
Mahat belum ada sama sekali: Hal ini disebabkan karena di Suliki telah
dijangkau eleh jaringan listrik masuk desa yang bersumber dari PLTA
Batang Agam. Usaha-usaha industri dan kemajuan lainnya masih dila-
kukan seeara tradisional dengan mempergunakan tenaga manusia dan
alat perlengkapan secara turun temurun seperti penggunaan KinAeir air
untuk menumbuk padi. Namun demikian "‘huller'’ sudah terdapal di
kedua desa ini:

Dalam hal kegiatan di bidang pembangunan fisik seperti pembuatan
rumah penduduk dan bangunan-bangunan lainnya masih memperguna-
kan teknelogi tempo lama yaitu menggunakan ienaga manusia dan alat
perlengkapan tradisional yang telah lama dikenal baik untuk pengerjaan
bahan-bahan kayu maupun baty atau semen. Selain dari sudut alat yang
digunakan teknik dan metode yang dipakai juga belum banyak berubah
pada kedua desa ini seperti konsiFuksi bangunan dan arsitekiurnya.

Teknolegi yang berkaitan dengan pengelahan hasil pertanian juga
tidak berbeda di kedua desa ini: Tidak banyak peralatan dan metodelogi
medern yang digunakan masyarakat seperti halnya di daerah yang sudah
relatif maju. Pengawetan bahan makanan masih memakai sinar
matahari dan bumbu:- bumbu tradisienal.

Teknelogi di bidang trasnportasi dan kemunikasi memang terlihat
perbedaan antara Desa Suliki dan Desa Mahat. Seperti sudah sering di-
singgung di Desa Mahat sarana transpertasi masih mengandalkan tenaga
binatang seperti kuda beban, sedangkan di Desa Suliki tidak ada
masyarakat yang mempergunakan kuda beban keeuali kalau untuk jalur
transporiasi ke Desa Mahat yang pada umumnya kuda beban fersebut
milik masyarakat Mahat .

Di bidang teknelogi kemunikasi di Negari Mahat belum dijangkay
eleh pesawat telepon sedangkan di Suliki merupakan pusat jafingan tele-
kemunikasi pada kawasan Kabupaten 50 Keta bagian Utara. Sumber
penerangan masyarakal seperti radio telah menyebar dan menjangkau
pelosok-pelosok daerah. Tetapi penyebaran pesawat televisi masih
sangat minim di Desa Mahat tidak saja karena belum adanya sumber
tenaga listrik tetapi karena kemampuan masyarakat untuk membeli
masih refatif rendah akibat income yang juga sangat rendah Pesawat
televisi yang ada beberapa buah di Negari Mahat menggunakan sumber
energi baterry dan hanya dimiliki eleh beberapa penduduk yang terge-
leng kaya:
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tmgkai tek-
nelegi kedua desa ini tidak begitu berbeda untuk sekier-sekior peng
hidupan utama seperti perianian, peiernakan, kerajinan dan pem-
bangunan perumahan, (elapi di beberapa seklior seperti transpertasi,
komunikasi; indusiri, dan penerangan memang terlihal sedikit per-
bedaan dimana Negari Suliki relatif lebih maju dari Negeri Mahat.

6: Sisiem Religi

Seperti telah dilaporkan hampir seluruh masyarakat kedua desa ini
adalah penganut agama Islam yang taal. Justry karena itu tala pergaulan
hidup dan pemecahan masalah kehidupan bersumber dari ajaran islam
ini: Seperti sudah dimaklumi hukum adatpun merupakan aspirasi dan
pedeman hidup masyarakat kedua negari ini sebagaimana juga halnya
masyarakal Minangkabau di Propinsi Sumatera baral: Sejak zaman
dahuly kala tidak ada perientangan aniara agama ISlam dan adat di
tengah-tengah masyarakai. Hal ini terpatri dalam ungkapan masyarakal
Minangkabau yang berbunyi ''adal bersendi syarak, syarak bersendi
Kitabbullah'.

Dalam kehidupan sehari-hari kegialan masyarakal di bidang
agama ini tereermin dalam sistemn dan pokek-pekeok ajaram islam seperti
antara lain melaksanakan shalal 'S wakiy, mengerjakan puasa pada
bulan Ramadhan, membayarkan Zakal, dan menunaikan ibadah haji
bagi mereka yang kuasa alau mampu:

Karena di daerah penelitian ini juga lerdapal anggela masyarakal
yang beragama lain dari Islam dan seringhya dalang PeRgURjURE-
penRgunjung yang beragama lain, maka dalam (ala pergavian hidup
secara praklis tidak terlihat hambaian dan masalah dalam berkemuni-
kasi dan berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya masyarakat Suliki
dan Mahat mempunyai Loleransi yang tinggi dalam hidup beragama:

Bertalian dengan sisiem religi ini periu dikemukakan bahwa ajaran
agama Islam yang pairilineal tidak diperieniangkan dalam masyarakat
dengan sistem malrilineal yang dianut adat Minangkabau. Menurul
ajaran Islam sistem warisan adalah dari bapak kepada anaknya
sedangkan menurul adal Minangkabau harla pusaka diturunkan dari
mamak kepada kemenakan bukan dari bapak kepada anaknya.

Walaupun secara prinsip hukum warsan ini kelihatannya berien:
mmmmkmmmmmyamm
yang digariskan lebih-lebih menurut filsafat adal Minangkabau semua-
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nya dapat berubah terkenal dengan istilah : adat sepanjang jalan, sekali
air besar sekali tepian beranjak; kemenakan beraja kepada mamak,
mamak beraja kepada alur dan patut. ajaran agama Islam mengandung
dogma-dogma yang harus dipatuhi dan diterima kebenarannya.

Dalam hubungan ini penerapan sistem warisan menurut adat Mi-
nangkabau adalah menurut harta pusaka tinggi artinya harta pusaka
yang diterima dari nenek moyang secara turun temurun, sedangkan
penerapan hukum warisan menurut agama Islam adalah terhadap harta
pusaka rendah yang berarti harta pusaka yang berasal dari hasil penca-
harian ibu dan ayah selama perkawinan. Dengan demikian pertentangan
yang dikhawatirkan akan terjadi tidak menunjukkan kenyataannya.

Berkenaan dengan kepercayaan kepada alam gaib di luar ajaran
agama boleh dikatakan tidak dianut oleh masyarakat kedua desa ini.
Sepanjang informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti di lapangan,
memang dijumpai adanya sebagian masyarakat yang memperbincang-
kan masalah tahyul tetapi tidaklah mempengar(xhi alam pikiran
masyarakat pada umumnya. Dengan demikian rintangan-rintangan
mental dalam pembangunan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan
masyarakat tidak ditemui di kedua daerah ini.

7. Bahasa

Bahasa yang dipahami’ oleh masyarakat Suliki-dan Mahat hampir
sama keadaannya yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Minang-
kabau. Hampir tidak dijumpai di kedua daerah ini anggota masyarakat
yang tidak memahami bahasa Indonesia baik dalam bahasa lisan
maupun tulisan.

Dalam percakapan sehari-hari masyarakat pada umumnya meng-
gunakan bahasa daerah Minangkabau. Perbedaan yang terdapat antara
kedua daerah adalah mengenai dialek dalam berbahasa. Namun
demikian dalam percakapan sehari-hari tidak menimbulkan hambatan
karena mudah ditangkap pengertiannya dan sebagian besar tercakup
dalam pengertian yang umum bahasa Minangkabau dalam arti yang
luas. .

Dalam sistem berbahasa umumnya masyarakat menggunakan kata-
kata kiasan, sindiran, ibarat yang pada galibnya dilahirkan dalam ben-
tuk ungkapan-ungkapan, pepatah, petitih dan mamang. Kebiasaan ini,
adalah disebabkan latar belakang sosial masyarakat di bidang struktur
kekerabatan seperti adanya mamak, kemenakan, ipar dan bisan. Jadi
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dalam keluarga Minangkabau seperti di Suliki dan Mahat ini terdapat
prinsip segan menyegani antara anggota keluarga.

Sebagai akibat dari pelapisan sosial yang demikian maka dalam
bidang bahasa ini dikenal empat teknik dan cara berkata-kata yang biasa
disebut orang Minangkabau fadhu dikato nan ampek atau tahu dengan
kata yang empat. Maksudnya adalah setiap orang Mlnangkabau atau
warga desa di daerah ini harus mengindahkan makna yang terkandung
dalam kata yang empat ini dalam berkata-kata dengan lawan bicara.

Kata yang empat tersebut adalah:

a. Kata mendatar maksudnya bahasa yang dipakai untuk teman
sepergaulan atau seusia.

b. Kata mendaki artinya bahasa orang kecil kepada orang yang
lebih tinggi kedudukannya.

¢. Kata menurun yaitu kata orang lebih tinggi kepada orang yang
lebih kecil.

d. Kata melereng artinya bahasa orang yang saling segan menye-
gani baik karena hubungan kekerabatan maupun karena
hubungan karena jabatan.

Apabila seseorang warga desa kurang mengindahkan cara-cara ber-
kata-kata ini sehingga pemakaiannya tidak serasi maka warga desa-
bersangkutan kurang disenangi dan malah dikucilkan dari pergaulan
sehari-hari. Justru itu sistem bahasa di kedua desa ini mempunyai
pengaruh yang tidak kalah pentmgnya dengan sistem lain seperti sistem
agama dan kekerabatan.

8. Kesenian

Jenis kesenian rakyat yang berkembang di kedua negari ini hampir
tidak ada perbedaan baik seni tari, seni suara maupun yang memakai
alat bunyi-bunyian. Nama dari setiap jenis kesenian tersebut yang
terdapat di daerah ini adalah sebagai berikut :

Suliki Mahat
a. Senitari: a. Senitari:

1) tari piring 1) tari piring

2) tari gelombang 2) randai

3) randai
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b. . Seni suara * b. Senisuara:

1) dikir 1) dikir
2) Pop Indonesia
3) sijobang
¢. Seni yang memakai alat ¢. Seni yang memakai alat
bunyi-bunyian ; bunyi-bunyian’:
1) saluang 1) saluang
' 2) talempong 2) talempong
3) rebana 3) rebana
4) puput batang padi 4) puput batang padi
5) band $) band
d. Seni bela diri tradisional : d. Seni bela diri tradisional :
1) pencak silat 1) pencak silat.

Berkenaan dengan jenis-jenis kesenian ini sebagian sudah ada sejak
zaman dahulu dan sebagian lainnya baru berkembang sejak tahun lima
puluhan dan enam puluhan. Di Negari Mahat (ari piring adalah merupa-.
kan kesenian yang sudah ada sejak lama berkembang di daerah in
sedangkan jenis kesenian lainnya kebanyakan tumbuh dan berkembang
setelah berakhir perang kemerdekaan kecuali band yang baru dikenal dil
daerah ini sejak tahun 1972. Di Negari Suliki jenis kesenian yang sudah
ada dan berkembang sejak lama adalah fari gelombang dan tari piring.
Adapun jenis kesenian lainnya tumbuh dan berkembang setelah zaman
kemerdekaan kecuali band baru bertumbuh sejak tahun 1970,

Patut dilaporkan bahwa pertunjukan kesenian ini diadakan
umumnya pada waktu kenduri perkawinan, resepsi dan pertunjukan
khusus dalam rangka pemberian hiburan pada masyarakaf yang diada-
kan sekali dalam setahun biasanya setelah lebaran hari raya Aidilfitri.
Khusus untuk fari gelombang biasanya dipertunjukkan pada waktu me-
nerima tamu yang bersifat penyambutan kebesaran seperti kedatangan
pejabat-pejabat tinggi pemerintahan atau tamu-tamu yang dianggap
patut disambut dengan fari gelombang. Pertunjukan gasidah atau
rebana biasanya dilakukan pada wakfu Khatam Quran dan upacara-
upacara peringatan keagamaan. Umumnya pertunjukan kesenian ini
momentumnya sama diantara kedua negari/ desa ini.

Dari sudut keorganisasian juga demikian halnya yaitu pada kedua
negari ini belum seluruh jenis kesenian tersebut tergabung dalam suatu
. perkumpulan atau organisasi sehingga kegiatan dan perkembangannya
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Mm begitu teratur dan lancar. Di Negari Mahat didapati delapan’
organisasi kesenian pada waktu penelitian ini berlangsung yaitu :

Band Taruna

Randai Rambun Pamenan

Perkumpulan Kesenian '’ Sirangkak Batu'’
Perkumpulan Kesenian Batang Seberang Mahat
Perkumpulan Kesenian Saluang dan Talempong
Perkumpulan Kesenian Tari Piring
Perkumpulan Pencak Silat Mahat

Perkumpulan Dikir dan Rebana.

Patut ditambahkan bahwa tidak semua kelompok-kelompok kese-
nian yang ada tergabung dalam organisasi kesenian seperti yang disebut-
kan di atas. Organisasi kesenian yang tercatat dalam Kenegarian Suliki

adalah;

a.
b.
¢
d.

Band Pemuda

Perkumpulan Kesenian Andomi Siti
Perkumpulan Kesenian Prima Limbanang/ Suliki
Grup Musik Kantor Depdikbud Suliki.

Dapat ditambahkan bahwa kesenian (radisional dan kesenian

modern
terbina

yang telah tumbuh dan berkembang di kedua negari in) belum
dengan baik karena kurangnya tenaga, peralatan dan dana

dalam rangka pengembangannya kearah yang lebih bermutu dan
menyebar dikalangan masyarakat walaupun minat masyarakat dalam
bidang kesenian ini cukup besar terutama kalangan generasi muda.
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BAB I

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM
MASYARAKAT PEDESAAN

Dengan mengemukakan gambaran organisasi pemerintahan desa
kiranya akan lebih jelas memahami tentang profil kepemimpinan dalam
masyarakat pedesaan. Dikatakan demikian karena dalam organisasi pe-
merintahan desa terlibat atau dilibatkan di dalamnya semua unsur
pemimpin baik yang bersifat formal resmi; formal tradisional maupun
kepemimpinan yang bersifat informal.

Di Sumatera Barat baik secara ideal maupun secara praktis ketiga
kategori atau unsur kepemimpinan dimaksud memegang peranan
penting dalam kelancaran roda pemerintahan karena dengan meninggal-
kan salah satu unsur kepemimpinan tersebut menurut pengalaman akan
mengganggu kelancaran program yang akan dan sedang dilaksanakan
baik program pemerintah maupun program-program yang disusun dan
dirancang oleh kelompok masyarakat sendiri.

Dimuka telah disinggung adanya tiga kelompok pemimpin dalam
masyarakat Minangkabau yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik
pandai yang merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab dan ikut
melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan dalam masyarakat.
Tanpa kesepakatan ketiga kelompok ini sulit gagasan tersebut berjalan
lancar dan berhasil baik.

Untuk memperoleh gambaran tentang kepemimpinan masyarakat
pedesaan di Sumatera Barat perlu ditinjau sistem kepemimpinan dimak-
sud baik yang menyangkut syarat-syarat, hak dan kewajiban, atribut
maupun cara pengangkatan dan segala seluk beluknya. Setelah
diuraikan tentang organisasi pemerintahan desa sepanjang ditemui tim
peneliti di lapangan, selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem kepe-
mimpinan tersebut seperti berikut ini.

A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Walaupun penerapan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 telah mulai dilaksanakan di kedua
desa dalam penelitian ini, tetapi karena masih dalam transisi pemerin-
tahan desa yang berlaku sebelumnya masih belum hapus malah sebagian
fungsinya masih berjalan sebagaimana biasa terutama negari sebagai;
suatu kesatuan hukum adat. Justru karena itu pertama-tama akan dije-:
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laskan organisasi pemerintahan desa gaya lama lersebul sesual dengan
kelentuan yang diatur dalam Sural Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Sumatera Barat No. 155/G8B-1974 tentang pokok-pokek
pemerintahan negari di wilayah Daerah Tingkat | Sumatera Baral.

Organisasi pemerintahan desa ini karena diatur oleh Sural Kepu-
tusan Gubernur yang sama, maka strukiur dan bagian-bagiannya tidak
berbeda antara Negari Suliki dengan Negari Mahat. Sehubungan dengan
ity tentu organisasi pemerintahan desa menurul UU Ne. § tahun 1979
juga akan dijelaskan.

1. Struktur dan.Nama Jabatan

Alat perlengkapan negari terdiri dari Wali Negari dan Kerapatan
Negari; yang secara bersama-sama merupakan pemerintahan negari.
Pemerintahan negari ini dibantu oleh Sekretarial Negari, Pembantu Wali
Negari dan Kepala Jorong. Pembanty Wali Negari vaitu pejabat yang
diserahi Wali Negari memimpin pelaksanaan urusan-urusan terlentu
dalam bidang pemerintahan negari.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No: 28 tahun 1980 ten-
tang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sesial Desa
menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan diterbitkannya
Surat Keputusan Mendagri No. 225 tahun 1980 tentang susunan
organisasi dan tata kerja LKMD serta disusul dengan Instruksi Mendagri
Ne. 25 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Ne. 28
tahun 1980 maka pemerintahan Desa/Negari ini semakin lengkap dan
sempurna karena LKMD bertujuan membantu pemerintah Desa/ Negari
dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pem-
bangunan dengan menumbuhkan prakarsa serla menggerakkan swadaya
goteng royong masyarakat dalam pembangunan dalam rangka meéwu-
judkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik;
ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Dengan
demikian berarti bahwa pemerintahan negari yang terdiri dari Wali
Negari dan Kerapalan Negari akan beroleh bantuan dari LKMD
terutama dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan pem:
bangunan dan menumbuhkan kendisi dinamis masyarakat untuk
mengembangkan ketahanan negari/ desa.

Perlu dikemukakan bahwa yang di maksud dengan nagari/ negari
adalah kesatuan masyarakat hukum di wilayah Propinsi Sumatera Barat
yang merupakan pemerintahan dasar dari negara Repu.’ k Indonesia

~

76



yang lerientu batas-batas wilayahnya, mempunyai harta benda sendiri,
berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasanya. '

Jorong-jorong atau penamaan lainnya yang setingkat, yang lerda-
pai dalam negari, dijadikan Resort Administratif yang merupakan
bagian dari negari: Jumiah jorong di dalam Negari Suliki adalah
sebanyak 8 (delapan) buah sedangkan di Negari Mahat sebanyak 10
(sepuluh) buah. Setiap Jorong dipimpin oleh.seorang Nepala Jorong.

Pemerintah Negari adalah penguasa negari yang memimpin rakyat
negari, dengan membual dan melaksanakan peraturan-peraturan dan
keputusan- keputusan negari, menyelenggarakan segala peraluran per-
undang-undangan dari Pemeriniah Tingkat Atas serta usaha-usaha
lainnya yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD-194§.

Struktur organisasi dari pemerintahan negari untuk keduaedesa
tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan dalam
Pemerintahan Negari/ Desa Suliki

Wali Negari Kerapatan
Suliki Negari
Sekretariat
Negari
Pembantu Pembantu Peibanty Pembantu
Wali Negari Wali Negari Wali Negari Wali Negari
Bidang 8 Bidang Bidang

Kapaita Jenomg

n



b. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan dalam
Pemerintahan Negari/ Desa Mahat

Wali Negari Kerapatan,

Mabhat Negari

Sekretariat
Negari

Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu
Wali Negari Wali Negari . Wali Negari |_| Wali Negari

Bidang Bidang Bidang Bidang

Kesra Agama Pemerintahan Adat

-

-

—

-

Kepala Jorong
Ampang Gadang 11

Kepala Jorong
Ampang Gadang |

Kepala Jorong

Bunga Tanjung

Kepala Jorong
Aur Duri

Kepéla Jorong
Koto Tinggi

Kepala Jorong

Sopan Gadang

Kepala Jorong
Ronah

Kepala Jorong

Koto Gadang

Kepala Jorong
Nenan

——

'R a k vy

Selain Wali Negari dan Kepala Jorong, nama-nama jabatan
dalam struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai be-

rikut :

1) Kerapatan Negari dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa
Wakil Ketua.

2) Sekretariat Negari dipimpin oleh seorang Sekretaris Negari dan
dibantu oleh beberapa orang Staf Sekretariat.

3) Pembantu Wali Negari menurut bidang-bidang tertentu dina-
- makan Kepala Urusan Bidang bersangkutan.
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Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerapatan Negari
adalah Lembaga Musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka
masyarakat negari, yang dipandang patut, yang terdiri dari ninik mamak
alim ulama, cerdik pandai yang mewakili kepemimpinan suku dan
Kepala Jorong yang jumlah anggota-anggotanya di sesuaikan dengan
keadaan dan kebutuhan masing-masing negari yang bersangkutan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai organ pembantu pe-
merintah desa/ negari struktur organisasinya adalah seperti tertera pada
halaman berikut.

Sesuai dengan struktur organisasi LKMD seperti digambarkan
tersebut nama-nama jabatan dalam organisasi LKMD ini adalah sebagai
berikut :

1) Ketua Umum
2) Ketual
}) Ketuall
4) Sekretaris
S) Bendahara
6) Ketua-Ketua:
a) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
b) Seksi Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila.
¢) Seksi Penerangan
d) Seksi Perekonomian
e) Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup
f) Seksi Agama
g) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
h) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
i) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
J)  SeksiKesejahteraan Sosial.

2. Tugas dan Kewajiban
a. Pemerintahan Negari

Tugas pemerintahan negari antara lain adalah mengatur dan menye-
lenggarakan urusan-urusan, baik yang termasuk urusan rumah tangga
negari dan pembantuan pemerintah maupun urusan-urusan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih
tinggi.
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STRUKTURORGANISASI

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

KETUAUMUM

'E

KETUAI
KETUAII
SEKRETARIS I
‘==| BENDAHARAWAN l
L 1 T

‘Z Z ‘Z

BB 2 |5 |3-| -

Sl
tin
Seehsii
Iy
Sl
| d ]

Kelerangan

1. Ketua Umum : melaksanakan Keordinasi terhadap seksi:seksi a, b, dan ¢

2. Ketua | : melaksanakan K oerdinasi terhadap seksi-seksi d dan e

3. Ketua Il ; melaksanakan K oordinasi terhadap seksi-seksi f, g, h, i, dan j.-

Ke\gajiban pemerintah negari adalah :

N
8)

- Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Membina keamanan dan ketertiban umum.

Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-nilai ke-
agamaan, kebudayaan dan kesenian.

Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam
seluruh tata hidup masyarakat.

Memelihara harta benda negari dan meningkatkan penghasilan-
nya, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber keka-
yaan negarl.

Melaksanakan peraturan perundangan dan tugas-tugas Peme-
rintahan Tingkat Atas yang pelaksanaannya kepada negari.
Menyelenggarakan hal-hal lainnya untuk kepentingan dan ke
majuan negari serta penduduk negar.



b. Wali Negari

Tugas Wali Negari adalah melaksanakan pengaturan dan penye-
lenggaraan urusan rumah tangga negari, perbantuan pemerintah, dan
urusan-urusan lainnya dalam pemerintahan negari. Kewajiban Wali
Negari adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan urusan rumah
tangga negari, perbantuan dalam pemerintahan dan urusan-urusan
lainnya kepada Kerapatan Negari dan dalam bidang pelaksanaan tugas
Pemerintahan Atasan, Wali Negari berkewajiban mempertanggung-
jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat I1.

c. Kerapatan Negari

¢ Tugas Kerapatan Negari adalah merumuskan dan mengambil
keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1) Anggaran dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja
Negari.

2) Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan penghasilan
negari.

3) Pinjaman negari.

4y Perusahaan negari.

5) Kedudukan dan harta benda milik negari.

6) Pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangkutan-peng-
angkutan tanpa mengadakan penawaran.

7) Penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya.

8) Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dimana
negari menjadi satu pihak.

9) Penerimaan atau penggantian serta pelantikan anggota baru
yang harus dilakukan dalam rapat terbuka.

Di samping itu Kerapatan Negari juga bertugas melaksanakan
peradilan adat (perkara-perkara kecil), peradilan agama dan memberi-
kan pertimbangan serta nasehat kepada Wali Negari baik diminta
ataupun tidak diminta, yang pelaksanaannya dengan mempedomani
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang
khusus untuk itu. Kewajiban Kerapatan Negari adalah mempertang-
gungjawabkan semua keputusan yang diambil kepada masyarakat
melalui sidang Kerapatan Negari.

d. Sekretariat Negari

Sekretaris Negari bertugas menyelenggarakan administrasi -yang
berhubungan dengan tugas kewajiban pemerintah negari. Adapun ke-



wajiban Sekretaris Negari ini adalah mempertanggungjawabkan peker-
jaannyakepada Wali Negari.

e. Pembantu Wali Negari

Tugas Pembantu Wali Negari ini adalah memimpin pelaksanaan
urusan-urusan tertentu dan bidang pemerintahan negari, sedangkan ke-
wajibannya adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada
Wali Negari. :

f.  Kepala Jorong

Tugas Kepala Jorong adalah melaksanakan pemerintahan dalam
jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan kedudukan Penghulu
dan atau Kepala Kaum menurut adat kebiasaan setempat. Kewajiban
Kepala Jorong ini adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pemerintahan yang dilakukannya kepada Wali Negari.

g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Tugas pokok LKMD adalah membantu Kepala Negari/ Desa dalam:

1) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musya-
warah. ,

2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi
masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pem-
bangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai
kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masya-
rakat.

3) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengem-
bangkan ketahanan di Negari/ Desa Suliki dan atau Mahat.

Untuk melaksanakan tugas pokok LKMD dimaksud, dan sesuai
dengan fungsinya LKMD berkewajiban mengusahakan:

1) ! Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat.
2) Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan kemampuan setempat.

3) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi secara lintas sektoral.

4) Terselenggaranya program yang berkelanjutan.

5) Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja.

6) Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
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7) Pemerataan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

8) Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masya-
rakat terhadap adanya perubahan karena adanya pembaharuan
perubahan kearah kemajuan.

9) Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan
antar umat beragama.

10) Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa
keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

Sudah disinggung di muka bahwa penerapan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
pada kedua negari yang menjadi sasaran penelitian ini belum
dilaksanakan seluruhnya pada waktu penelitian ini berlangsung, ada
baiknya dijelaskan tentang organisasi pemerintahan Desa tersebut
karena pada gilirannya akan terlaksana dan berfungsi di kedua daerah
ini.

Calam fasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1979 digariskan bahwa
pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah
Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh
perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala
Dusun. Selanjutnya dalam fasal 15 dicantumkan bahwa Sekretariat Desa
terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan. Struktur
organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa tersebut dapat
digambarkan seperti di bawah ini.

STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA
(UU RI No. 5/1979)

"Kepala

K s
Urusan epala Desa

Kepala Sekretaris
.Urusan Desa

"Kepala
Urusan

—_ £ 1

Kepgla Kepala Kepala Kepala
Dusun Dusun Dusun Dusun
1 ] . !

Rakynt/Masyar-akat
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Nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan Desa
menurut UU No. 5 tahun 1979 ini adalah sebagai berikut :

1)- Kepala Desa
2) Sekretaris Desa
3) Kepala-Kepala Urusan:

a)
b)

<)

Kepala Urusan Bidang Umum

Kepala Urusan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pem-
bangunan.

Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan
Masyarakat Desa.

4) Kepala Dusun

Lembaga Musyawarah Desa sebagai unsur Pemerintah Desa hanya
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Selain dari penggambaran tentang struktur dan nama-nama jabatan
dalam pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor S tahun
1979 ini perlu pula kiranya dijelaskan tentang tugas dan kewajiban dari
pemerintah desa tersebut dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas
dan kewajiban tersebut :

. Tugas dan kewajiban Pemerintah Desa pada umumnya adalah :

a)
b)
<)

€)

f

2

h)
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Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Desa.
Membina keamanan dan ketertiban umum di Desa.
Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemak-
muran dan kesejahteraan masyarakat di Desa.
Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-
nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian rakyat di Desa.
Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam
seluruh tata hidup masyarakat di Desa.

Memelihara harta benda Desa dan meningkatkan pengha-
silannya, serta menggali dan mengembangkan sumber-
sumber kekayaan desa.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas-
tugas Pemerintah atasan yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Desa.

Menyelenggarakan hal-hal lainnya untuk kepentingan dan
kemajuan Desa serta penduduknya.



2. Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a.

Umum

1) Administrator pemerintahan.
2) Administrator pembangunan.
3) Administrator kemasyarakatan.
Sebagai alat Pemerintah Pusat/ Atasan
1) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di
Desanya.
2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan instansi,
dinas jawatan yang ada di Desa.
3) Melakukan pengawasan -terhadap kegiatan-kegiatan di
Desa.
4) Menjalankan tugas-tugas pemerintahan Umum.
Sebagai alat pemerintah Desa (Otonomi Desa)
1) Bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan urus-
an-urusan kepentingan Desa.
2) Melaksanakan segala keputusan-keputusan dari musya-
warah yang jadi program Pemerintah Desa.
3) Pemimpin (mengepalai) penyelenggaraan administrasi
Desa.
4) Mengurus dan memelihara harta milik Desa, (irigasi,
kantor, sekolah, jalan dan lain-lain).
5) Membina dan mengawasi pengurusan keuangan Desa.
6) Membina dan memelihara kegiatan-kegiatan di bidang
Agama, pendidikan dan kebudayaan di Desa.
7) Memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga milik
Desa (ekonomi, Sosial Budaya).
8) Memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam di
Desa.
9) Membina dan membimbing kehidupan sosial (anak yatim,
fakir miskin, jompo).
10) Memelihara usaha-usaha kebersihan dan kesehatan.
11) Memelihara kehidupan (usaha) gotong royong masyarakat
Desa.
12) Memelihara dan mengelola harta milik dan kekayaan Desa.
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3. Tugas dan kewajiban Lembaga Musyawarah Desa adalah :

a. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga musyawarah yang
merupakan perangkat pemerintah Desa terdiri dari unsur-unsur
‘pimpinan yang ril dalam masyarakat atau dari unsur-unsur yang
ditentukan oleh undang-undang/peraturan yang secara bersa-
ma-sama dengan Kepala Desa mengurus kepentingan rumah
tangga Desa.

b. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa.

c. Menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa.

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

e. Menerima keterangan Pertanggung Jawab dari pelaksanaan
pekerjaan urusan-urusan rumah tangga Desa dari Kepala Desa.

f. Memberikan saran-saran kepada Kepala Desa dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

g. Mengajukan Calon-calon Kepala Desa untuk diadakan pe-
milihan.

4. Tugas dan kewajiban Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Desa dalam mengurus administrasi Kantor
Desa.

b. Mengkoordinir semua pelayanan admmnstrasu kantor yang
merupakan sekretariat- Desa.

c. Bertindak sebagai Panitera Hakim perdamaian Desa.

d. Sebagai Sekretaris/penulis daripada rapat-rapat atau panitia-
panitia tingkat Desa.

e. Mencatatkan dan membuat laporan priodik tentang perkem-
bangan Desa untuk ditanda tangani Kepala Desa dan dikirim
kepihak atasan.

f. Mengurus\soal- soal personil, inventaris Desa dan Kantor Desa.

g. Mengurus rapat-rapat, dan tamu-tamu dengan cara protokoller
lainnya.

h. Mengurus agenda, arsip ekspedisi dan dokumentasi.

i. Memelihara operation room.

j.. Membuat catatan dan pelaporan yang bersangkut paut dengan
soal-soal :



— Pertanahan

— Keadaan hutan

— Perkembangan pembangunan

— Ketertiban dan Keamanan

— Penduduk dan lain-lain.

— Melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Kepala
Desa.

5. Tugas-tugas urusan bidang umum adalah :

Membantu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keten-
traman umum.

Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Ronda malam, mengadapi
bahaya kebakaran, banjir dan lainnya yang akan mengganggu
ketentraman umum.

Membantu para petugas ABRI atau Kepolisian yang beroperasi
di Desa sesuai dengan petunjuk Kepala Desa.

Memimpin/Mengatur Hansip/ Wanra Desa.

Tugas-tugas urusan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pem-
bangunan adalah:

Membantu dalam hal :

1) Peningkatan ekonomi Desa (Bimas, Inmas, hasil industri,
KUD, LPN, tuo bandar dan sebagainya).

2) Peningkatan keuangan Desa, (Sumber keuangan Desa).

3) Peningkatan Pembangunan Desa (Swadaya Gotong
Royong).

Membantu dalam hal mengatur hubungan/Koordinasi, baik

bersifat vertikal maupun horizontal dengan lembaga-lembaga

Desa untuk kepentingan Pembangunan Desa.

Membantu dalam menyelesaikan masalah dan melaporkan

hasilnya kepada Kepala Desa serta mengajukan saran-saran
kebijaksanaan kepada Kepala Desa.

. Tugas-tugas Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan

Masyarakat Desa adalah :
Membantu dalam hal :

1) Kesehatan dan kebersihan lingkungan (P3K).
2) Mengarahkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan
(PKK , Didikan Subuh, Pramuka).
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3) Menggalakkan kesenian dan Olahraga Pemuda-pemuda di
Desa (Seni budaya dan olahraga).

4) Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Desa
(Wirid-wirid pengajian, Qur’an, meramaikan mesjid).

b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan LKMD.

c. lkut mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial (anak yatim, fakir
miskin, jompo dan lain-lain).

d. Ikut membantu, merencanakan, mengkoordinasikan pelaksa-
naan evaluasi program kerja Desa bersama Kepala Desa.

e. Membantu dalam menciptakan hubungan baik secara vertikal
maupun horizontal dengan lembaga-lembaga/instansi dan
masyarakat desa.

Untuk lebih lengkapnya informasi tentang gambaran umum Ke-
pemimpinan dalam masyarakat pedesaan atau Negari Suliki dan Mahat
ini dalam uraian yang berikut akan dijelaskan sistem kepemimpinan
yang berlaku baik formal maupun formal tradisional dan informal.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Di atas sudah dikemukakan bahwa Wali Negari dan Kerapatan Ne-
gari adalah merupakan pemerintahan negari atau desa sebelum berlaku-
nya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Negari dibantu oleh Sekretariat Negari, pembantu Walil
Negari dan Kepala Jorong. Setelah keluarnya Keputusan Presiden No.
28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga
Sosial Desa menjadi LKMD dan disusul dengan Instruksi Mendagri No.
25 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keppres No. 28 tahun 1980, maka
LKMD juga merupakan unsur pembantu pemerintah Desa/ Negari.

Disamping itu juga telah dijelaskan bahwa Kerapatan Negari dan
LKMD anggota-anggotanya antara lain terdiri dari ninik mamak, alim
ulama, cerdik pandai/cendekiawan yang mewakili kepemimpinan suku
atau kaum dan juga Kepala Jorong (khusus untuk Kerapatan Negari).
Cerdik pandai disini berarti bahwa kelompok masyarakat di luar ninik
mamak dan alim ulama yang pada umumnya terdiri dari warga masya-:

- rakat yang menonjol pendidikan dan pengetahuannya. Dalam praktek
biasanya kelompok pemuda dan *’bundo kanduang’’(kelompok wanita
Minangkabau) termasuk kedalam unsur cerdik pandai ini.
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Jika dikaji secara mendalam jelas unsur dan sistem kepemimpinan’
di kedua desa yang diteliti ini pada khususnya atau dipedesaan Minang-
kabau pada umumnya meliputi unsur dan sistem kepemimpinan formal
masa kini, formal tradisional dan kepemimpinan informal.
Untuk lebih dipahami ketiga sistem kepemimpinan dimaksud di bawah
ini akan dijelaskan secara berurutan yang kiranya dapat memberikan
gambaran umum kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah
1ni.

1. Sistem Kepemimpinan Formal

Yang dimaksud dengan kepemimpinan formal disini adalah pim-
pinan yang diangkat oleh pemerintah dengan suatu Surat Keputusan
baik yang berasal dari calon-calon yang diusulkan masyarakat maupun
tidak. Di tingkat Negari atau Desa pemimpin tersebut adalah Wali
Negari, Ketua/ Anggota Kerapatan Negari, pengurus LKMD dan Kepala
Jorong.

Jelas disini kepemimpinan formal tersebut sifatnya tidak
merupakan pimpinan yang didapat dari keturunan darah secara turun-
temurun melainkan diangkat melalui prosedur tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu memegang suatu jabatan kepemimpinan. Pemim-
pin ini diterima masyarakat karena telah ditetapkan oleh pemerintah
atasan walaupun sebelumnya dipilih oleh masyarakat negari dan
diusulkan untuk diangkat.

Untuk beroleh gambaran yang lebih jelas tentang sistem kepemim-
pinan formal ini dalam uraian berikut akan dikemukakan syarat-syarat
kepemimpinan, faktor pendukung, hak dan kewajiban, atribut/simbol
kepemimpinan, cara pengangkatan dan upacara yang dilakukan untuk
masing-masing unsur pimpinan formal tersebut di atas.

a. Wali Negari
1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Negari
adalah warga negara Republik Indonesia yang :

a) Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila.

b) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
peristiwa G.30.S/PKI.

¢) Tidak pernah menjadi anggota bekas Partai Komunis
Indonesia dan Organisasi Massa yang bernaung di ba-
wahnya.
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2)

d) Tidak sedang dipecat dari hak memilih dan dipilih ber-
dasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat
diubah lagi.

e) Tidak pernah dihukum karena suatu perkara kejahatan.

f) Mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat.

g) Mempunyai rencana dan program tentang pembangun-
an negari.

h) Sekurang-kurangnya pendidikan SLTP atau berpenga-
laman yang patut disamakan dengan SLP.

i) Sekurang-kurangnya berumur 30 tahun dengan kese-
hatan mengizinkan.

j)  Menjadi penduduk negari yang bersangkutan.

Faktor pendukung Wali Negari ini selain memenuhi syarat-
syarat seperti tersebut di atas faktor pendukung lainnya
adalah Wali Negari tersebut merupakan pemenang dalam
pemilihan Wali Negari yang diadakan sebelumnya di Desa/
Negari bersangkutan. Di samping itu dengan ditetapkan-
nya yang bersangkutan oleh pemerintah atasan (Gubernur
KDH Tingkat 1 Sumbar) maka hal inipun merupakan
faktor pendukung pula kepemimpinan Wali Negari ber-
sangkutan.

Kewibawaan, kepribadian yang menarik, ketaatan menja-
lankan agama yang dianut, pandai mengutarakan pendapat
dan berpidato serta konsisten dalam perbuatan dan pola
berpikir adalah pula merupakan faktor pendukung dari ke-
pemimpinan Wali Negari ini.

Hak dan Kewajiban Wali Negari

Hak Wali Negari adalah mengatur jalannya pemerintahan
negari bersama-sama dengan Kerapatan Negari. Kewajiban
Wali Negari seperti telah disinggung di muka antara lain
adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerin-
tahan negari kepada Kerapatan Negari dan dalam bidang
pelaksanaan tugas pemérintahan Atasan, bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang ber-
sangkutan yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat I
Kabupaten 50 Kota.



3)

4)

Atribut/Simbol Kepemimpinan

Atribut atau simbol yang biasa dipakai oleh Wali Negari
adalah berupa pakaian dan tanda jabatan. Pakaian pamong
Wali Negari ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat yaitu
berwarna putih-putih. Tanda jabatan berbentuk lencana
ditempatkan pada dada sebelah kiri. Topi Wali Negari
berwarna hitam dengan diberi lambang 'Tuah Sakato’’
yaitu lambang daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Barat yang melukiskan rumah gadang Minangkabau atas
Surau dan mesjid dan pada puncak bagian atasnya °
terlukis sebuah bintang segi lima dan di dalam lambang ini
tertulis kata-kata: '’Sumatera Barat dan Tuah Sakato."’

Selain simbol atau tanda-tanda yang terlihat pada atribut
kepemimpinan Wali Negari seperti diuraikan diatas tidak
ditemui lagi simbol-simbol lain yang berada diluarnya baik
dalam bentuk panji-panji, gelar dan lain-lain.

Cara Pengangkatan dan Upacara

Wali Negari diangkat oleh Gubernur KDH Tingkat 1
Sumatera Barat dengan pemilihan yang diadakan untuk itu.
Wali Negari dipilih dari sekurang-kurangnya 2 orang dan
sebanyak-banyaknya 4 orang yang diajukan oleh Kerapatan
Negari yang sudah mendapat penelitian dan penetapan dari
Bupati KDH Tingkat Il yang bersangkutan (50 Kota).
Pemilihan Wali Negri dilakukan secara ymum langsung,
bebas dan rahasia. Tata cara pemilihan Wali Negari dise-
lenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Camat
Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas. Wali
Negari dipilih oleh anak negari yang berhak memilih calon-
calon yang telah mendapat penetapan dari Bupati Kepala
Daerah Tingkat 11 50 Kota.

Yang dapat menjadi pemilih Wali Negari adalah warga
negara Republik Indonesia yang :

a) Menjadi penduduk negari yang bersangkutan.
b) Sekurang-kurangnya berumur 18 tahun atau sudah
kawin.
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¢) Tidak sedang dipecat dari hak pilih, yang dinyatakan
dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah
lagi.

d) Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan
G.30.S/PKI.

e) Tidak sedang terganggu ingatannya.

- f) Tidak sedang hilang kebebasannya.

g) Terdaftar sebagai pemilih.

h) Hadir pada tempat dan waktu dilakukannya pemungut-
an suara.

i) Mematuhi peraturan dan tata tertib pemilihan dan
pungutan suara.

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah dilakukan pe-
mungutan suara. Panitia pemilihan Wali Negari membuat
berita acara hasil pemilihan dan sekali gus mengumumkan
hasil pemilihan tersebut di seluruh wilayah negari. Berita
acara hasil pemilihan dimaksud disampaikan kepada Bupati
Kepala Daerah Tingkat II untuk pengumuman selanjutnya.

Wali Negari diangkat untuk masa jabatan S tahun terhitung
mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih. kembali akan
tetapi tidak boleh untuk ketiga kalinya secara berturut-
turut. ‘
Sebelum memangku jabatannya Wali Negari mengucapkan
sumpal/ janji jabatan dan dilantik dengan upacara khusus
dalam sidang Kerapatan Negari dengan disaksikan oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota. Dalam hal ini
dapat juga dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah
Tingkat 50 Kota.

b. Pemimpin dan Anggota Keiapatan Negari

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Persyaratan formal untuk menjadi anggota Kerapatan

- Negari adalah sama dengan persyaratan seseorang untuk
dapat diangkat menjadi Wali Negari. Sebagaimana telah di-
uraikan diatas. Hanya saja untuk Kerapatan Negari ini
perlu ditambah dengan unsur-unsur pimpinan yang hidup
dalam masyarakat yaitu : '



b)
<)
d)
€)

Unsur penghulu.

Unsur alim ulama.

Unsur cerdik pandai.

Unsur pimpinan jorong.

Unsur wanita atau bundo kanduang.
Unsur pemuda.

Ninik mamak yang dipandang patut menjadi anggota
Kerapatan Negari ; adalah ninik mamak yang benar-
benar memimpin suku atau kaumnya di negari serta
menurut adat negari setempat dipandang mewakili para
ninik mamak yang ada dalam negari.

Alim ulama yang dipandang patut menjadi anggota Ke-
rapatan Negari adalah alim ulama yang secara riel
diakui sebagai pemimpin keagamaan di negari dan oleh
masyarakat negari dipandang mampu mewakili para
alim ulama yang ada dalam negari.

Cerdik pandai yang dipandang patut menjadi anggota
Kerapatan Negari warga negara Republik Indonesia
yang berdomisili tetap di negari yang secara riel di
samping pendidikan yang ada padanya, diakui dan
dipandang mampu oleh masyarakat untuk membawa
negari kepada kemajuan dan pembangunan yang
merata. Perlu ditegaskan bahwa unsur wanita atau
bundo kanduang dan unsur pemuda dalam praktek di-
kelompokkan kedalam unsur cerdik pandai ini.

Kepala Jorong adalah yang karena jabatannya memim-
pin suatu bagian dari wilayah negari menjadi anggota
Kerapatan Negari. Sudah diterangkan sebelumnya -
bahwa Jorong adalah suatu daerah administratif
pemerintahan terendah setingkat di bawah negari yang
dipimpin oleh seorang Kepala Jorong sebagai alat pem-
bantu Wali Negari di wilayahnya.

Faktor pendukung dari kepemimpinan Kerapatan Ne-
gari ini selain dari memenuhi ketentuan-ketentuan
formal sebagaimana dikemukakan di atas anggota dan
pemimpin Kerapatan Negari ini sesuai dengan
profesinya harus bertindak dan berbuat menurut
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama
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2)

3)

4)

dibidangnya masing-masing selaku ninik mamak, alim*
ulama dan cerdik pandai yang juga telah diuraikan se-
belumnya. Dengan mengindahkan norma-norma dan
terpenuhinya ketentuan formal dimaksud kepemim-
pinan unsur pemerintahan dariKerapatan Negari ini
secara relatif akan beroleh dukungan dari masyarakat
pendukungnya.

Selain daripada itu Kepala Jorong dan juga anggota
Kerapatan Negari lainnya harus menghayati aspirasi
masyarakat Negari atau Jorong dan memahami benar
tuntutan pembangunan yang perlu dilakukan di kene-
garian ini baik yang bersifat fisik maupun mental
spiritual.

Hak dan Kewajiban Kerapatan Negari

Sepanjang informasi yang diperoleh Kerapatan Negari ber-
kewajiban menetapkan peraturan dan atau peraturan negari
serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negari
tersebut, maka Wali Negari selaku Ketua Kerapatan Negari
berkewajiban memberikan penyelesaiannya.

Atribut/Simbol Kepemimpinan

Khusus mengenai atribut/simbol kepemimpinan di bidang
Kepemimpinan Kerapatan Negari ini diperoleh informasi
bahwa, tidak ada suatu ketetapan dan kebiasaan yang
mengatur dan biasa berlaku tentang atribut kepemimpinan
Kerapatan Adat Negari ini baik dalam bentuk pakaian
maupun tanda-tanda jabatan dan sebagainya.

Cara Pengangkatan dan Upacara

Kerapatan Negari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
KDH Tingkat I Sumatera Barat. Di tiap negari baik Suliki
dan Mahat diadakan Panitia Pembentukan Kerapatan
Negari yang terdiri dari :

a) Wali Negari sebagai Ketua merangkap anggota.

b) Sekretaris Negari sebagai Sekretaris merangkap ang-
gota.

c¢) Sebanyak-banyaknya S (lima) orang anggota yang me-
wakili unsur-unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik
pandai dalam negari.



Panitia Pembentukan Kerapatan Negari diangkat dan di-
lantik oleh Bupati KDH Tingkat 11 S0 Kota dan dapat juga
ditunjuk pejabat lain yang bertindak untuk dan atas nama
Bupati KDH Tingkat Il S0 Kota. Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Suliki Gunung Mas membantu dan bertanggung
jawab atas kelancaran pelaksanaan pembentukan
Kerapatan Negari tersebut. Hasil pembentukan Kerapatan
Negari dimaksud disampaikan kepada Gubernur KDH
Tingkat 1 Sumatera Barat melalui Bupati KDH Tingkat 11
S0 Kota untuk memperoleh penetapannya. Dalam hal ini
Bupati dapat memberikan pertimbangan kepada Gubernur
KDH Tingkat I Sumatera Barat.

Upacara yang dilakukan dalam pengangkatan pemimpin
dan anggota Kerapatan Negari ini adalah sebelum memang-
ku jabatan para pimpinan dan anggota kerapatan ini
mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik di ruangan
Sidang Kerapatan Negari oleh Bupati KDH TIngkat 11 50
Kota. Dalam hal ini dapat juga diwaliki oleh pejabat yang
ditunjuk untuk dan atas nama Bupati yang bersangkutan.

¢. KepalaJorong

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung .

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Jorong
adalah sebagai berikut :

a) Pendidikan serendah-rendahnya adalah SD atau yang
setingkat dengan itu.

b) Tidak terlibat G.30.S/PKI.

¢) Berdomisili di jorong yang bersangkutan.

d) Berlakuan baik.

e) Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

f) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

g) Merupakan pilihan calon dari masyarakat jorongnya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Kepala Jo-
rong ini selain dari terpenuhinya syarat-syarat tersebut di
atas seorang Kepala Jorong harus:

a) Suka bermusyawarah.
b) Seorang cerdik pandai di jorongnya.
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3)

4)

¢) Mempunyai kejujuran dan disenangi masyarakat.
d) Menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Hak dan Kewajiban Kepala Jorong

Hak Kepala Jorong ini antara lain adalah mengatur jalan-
nya pemerintahan negari dalam wilayah jorong yang ber-
sangkutan. Kewajiban Kepala Jorong adalah membantu
Wali Negari dalam melaksanakan -pemerintahan diling-
kungan jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan
kedudukan penghulu dan atau kepala kaum menurut adat
kebiasaan setempat. Dalam menjalankan kewajibannya Ke-
pala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Negari.

Atribut/Simbol Kepemimpinan

Secara khusus baik dalam bentuk ketetapan pemerintahan
atasan maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku
kepala Jorong tidak mempunyai atribut-atribut atau
simbol-simbol kepemimpinan sebagai seorang pemimpin di
daerah pedesaan. Jika Kepala Jorong tersebut berasal dari
ninik mamak atau alim ulama maka atribut yang dipakai
adalah atribut ninik mamak dan alim ulama itu saja.

Cara Pengangkatan dan Upacara

Kepala Jorong adalah kepala resor administratif yang
merupakan bagian dari negari. la diangkat dan
diperhentikan oleh Wali Negari dengan mengindahkan adat
kebiasaan setempat yang setelah terlebih dahulu mende-
ngarkan Kerapatan Negari. Mendengar Kerapatan Negari
maksudnya adalah memilih calon dan mendengar pendapat
Kerapatan Negari tentang calon yang bersangkutan apakah
layak atau belum menjadi seorang Kepala Jorong.

Upacara dalam pengangkatan Kepala Jorong ini tidak di-
adakan secara khusus hanya diumumkan kepada masya-
rakat oleh Wali Negari atau pembantunya dengan menye-
barkan dan membacakan surat keputusan Wali Negari yang
bersangkutan biasa dilakukan di tempat-tempat pertemuan
masyarakat seperti sidang-sidang Jum’at, tempat-tempat
peribadatan, dan semacamnya.



d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD)

1

2)

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung.

Anggota Pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka ma-
syarakat seperti pemuka adat, agama, pendidikan/cende-
kiawan, pemuda dan wanita serta pimpinan Iembaga-[em—
baga masyarakat yang ada di Kenegarian Suliki dan Mahat.
Untuk dapat diangkat sebagai pengurus harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Setia dan taat kepada Pencasila dan UUD 1945.

¢) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan
penuh pengabdian terhadap masyarakat.

d) Sebagai penduduk Negari Suliki dan Mahat, dan ber-
tempat tinggal tetap di kenegarian ini.

¢) Mempunyai kemampuan kesanggupan untuk bekerja
dan membangun.

Di samping terpenuhinya syarat-syarat seperti di atas, ang-
gota pengurus LKMD ini kepemimpinannya didukung oleh
adanya pengikut yang mendukungnya dan mempunyai
pengetahuan yang memadai serta kepribadian yang menye-
nangkan. Seorang pengurus LKMD tidak mungkin akan
berperan jika tidak menghayati aspek-aspek kehidupan dan
pembangunan dari negari atau desanya sendiri serta tidak
memahami program-program yang dilaksanakan pemerin-
tah baik ditingkat nasional maupun regional.

Hak dan Kewajiban

Pada umumnya anggota pengurus LKMD berhak menga-
jukan usul, saran dan merumuskan serta berpartisipasi aktif
dalam menyelenggarakan tugas pokok LKMD seperti me-
rencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkat-
kan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksa-
nakan pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis
masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Negari
Suliki dan Mabhat.

Kewajiban anggota pengurus LKMD Negari Suliki dan
Mahat adalah ikut dan bertanggung jawab melaksanakan
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tugas pokok LKMD sesuai dengan fungsi LKMD tersebut

yaitu :

a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam meren-
canakan dan melaksanakan pembangunan. '

b) Menanamkan pengertian dan kesadaran P4 kepada
masyarakat.

¢) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan
swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangun-
an.

d) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah -dan ma-
syarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.

e) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masya-
rakat.

f) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk
pembangunan. _

g) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan ke-
luarga sejahtera.

h) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam ma-

)

syarakat untuk pembangunan.

Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka memban-
tu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang
mantap.

Dalam rangka pertanggungan jawab kewajiban dari ang-
gota pengurus LKMD ini telah digariskan untuk masing-
masing unsur pimpinan yaitu sebagai berikut :

a)
b)

<)

Ketua umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/
Negari.

Ketua I, Ketua II, Sekretaris, dan Bendahara bertang-
gung jawab kepada Ketua Umum.

Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua
Umum Ketua I dan Ketua II dengan perincian sebagai
berikut.

(1) Seksi1 Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi
Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan Panca-
sila, serta Seksi Penerangan dalam tugas sehari-hari
bertanggung jawab kepada Ketya Umum.



3)

4)

(2) Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Pra-
sarana dan Lingkungan Hidup dalam tugasnya se-
hari-hari tetap bertanggung jawab kepada Ketua I.

(3) Seksi Aganra, Seksi PKK, Seksi Kesehatan Kepen-
dudukan dan Keluarga Berencana, Seksi Pemuda,
Olahraga dan Kesenian serta Seksi Kesejahteraan
Sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung
jawab kepada Ketua I1.

Atribut/Simbol Kepemimpinan

Kepemimpinan Pengurus LKMD baik selaku unsur Ketua,
Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Seksi tidak ada
mempunyai sesuatu atribut/simbol kepemimpinan tertentu.
Informasi ini diperoleh tim peneliti pada waktu penelitian
lapangan di Negari Suliki dan Negari Mahat. Dalam rapat-
rapat resmi nama dan gelar yang dipanggilkan sesuai
dengan jabatan di dalam kepengurusan LKMD setempat.

Dalam percakapan sehari-hari sulit dipanggilkan nama
jabatan dalam kepengurusan ini. Khusus untuk Ketua
Umum karena juga berfungsi sebagai Wali Negari lebih
sering atau pada umumnya dipanggilkan nama jabatan
yang bersangkutan sebagai Wali Negari. Wali Negari ini
dalam panggilan masyarakat sehari-hari disebut ’’Pak
Wali’’ walaupun yang bersangkutan juga menjabat sebagai
Ketua Umum LKMD. Tanda-tanda kebesaran yang dipakai
hanya tanda-tanda kebesaran selaku Wali Negari.

Cara Pengangkatan dan Upacara

Untuk membentuk Pengurus LKMD baik di Suliki maupun
di Mahat ditempuh tata cara sebagai berikut :

a) Calon anggota pengurus kecuali Ketua Umum diajukan
sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing
Jorong.

b) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musya-
warah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk
itu, dipimpin oleh Kepala Negari selaku Ketua Umum.

¢) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diaju-
kan kepada Kepala Negari untuk mendapatkan keputu-
san dan selanjutnya melalui Camat disampaikan kepada
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Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 50 Kota untuk men-
dapat pengesahan.

d) Masa bakti pengurus LKMD adalah 5 tahun dan dapat
dipilih kembali setelah habis masa baktinya.

Setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
50 Kota pengurus LKMD di kedua negari ini dilantik oleh Camat atas
nama Bupati pada suatu rapat atau upacara tertentu yang khusus diada-
kan untuk itu. Dengan demikian secara resmi terbentuklah kepengu-
rusan LKMD di kedua negari itu.

Walaupun pada bagian ini penggambaran kepemimpinan formal
dalam masyarakat pedesaan lebih dititik beratkan kepada unsur-unsur
pemimpin yang terkait dalam pemerintahan desa, namun kepemimpinan
formal tersebut tidak hanya tiga unsur pimpinan dimaksud saja tetapi
juga terdapat kepemimpinan formal di bidang lain terutama di bidang
pendidikan. Yang dimaksudkan disini adalah kepemimpinan tersebut
didasarkan atas pengangkatan pemerintah atau pejabat atasan hanya
saja untuk bidang-bidang tertentu.

~ Sebagai contoh nyata adalah Kepemimpinan seorang Kepala Se-
kolah Dasar Negeri di daerah pedesaan. Secara umum Kepala SD Negeri
ini termasuk unsur kepemimpinan dalam masyarakat desa. Sistem dari
kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar ini jelas berbentuk formal karena
diangkat oleh pejabat pendidikan yang berwenang di tingkat Kabupaten
atau Propinsi.

Sebagai seorang pemimpin Kepala Sekolah Dasar memberikan
corak tertentu terhadap kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan te-
rutama menyangkut hak dan kewajiban pemerintahan negari khususnya
di bidang peningkatan kecerdasan rakyat. Walaupun demikian pola ke-
pemimpinan di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang
menyangkut kehidupan masyarakat di pedesaan akan diuraikan secara
lebih jelas dalam bab-bab berikut.

2. Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional

Sudah sering dikemukakan bahwa Negari Suliki dan Negari Mahat
adalah merupakan bahagian dari wilayah kesatuan hukum adat Minang-
kabau. Maksudnya kedua desa ini mempunyai sistem kepemlmpman
formal tradisional yang persis sama
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Kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini sudah diten-
tukan oleh hukum dan ketentuan adat Minangkabau yang dikenal sejak
adanya masyarakat Minangkabau yang mempunyai struktur kemasya-
rakatan atau sistem kekerabatan geneologis menurut Stelsel Matrilineal.
Mengingat keadaan yang demikian struktur kepemimpinan tradisional
tersebut telah resmi atau formal adanya sejak- dahulu kala dan berlaku
sekarang secara turun temurun. Inilah sebabnya sistem kepemimpinan
masyarakat Minangkabau tersebut dinamakan Formal Tradisional.

Setiap golongan dalam masyarakat negari mempunyai pimpinan.
Pimpinan tersebut berada di tangan mamak atau Saudara laki-laki dari
ibu. Mamak secara sosilogis dapat juga, berarti semua laki-laki dari
generasi yang lebih tua. Ini berarti laki-laki yang lebih tua dipandang
oleh anggota masyarakat yang masih muda sebagai pemimpinnya.
Dalam adat Minangkabau diungkapkan sebagai berikut :

Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka nan bana
Bana badiri sendirinya

artinya

Kemenakan beraja kepada mamak
Mamak beraja kepada penghulu
Penghulu beraja kepada kebenaran
Kebenaran berdiri sendirinya.

Pimpinan sebuah rumah tangga atau satu kerabat orang-orang yang
senenek menurut garis ibu disebut rungganai, jadi tungganai bukan pim-
pinan dalam pengertian satu rumah tetapi dalam pengertian suatu
kerabat yang senenek menurut garis ibu. Pimpinan kaum disebut mamak
kaum, dan pangkatnya disebut penghulu. Jabatan penghulu dalam pim-
pinan tradisional Minangkabau bertingkat-tingkat yaitu seperti di bawah
ini.

a. Penghulu Suku

Penghulu suku adalah merupakan pimpinan dari suatu suku.
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